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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah 

disusun untuk mengoptimalkan potensi daerah serta memberikan arah dan 

pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak secara nasional 

pada tahun 2024. Seiring telah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten 

Banyumas, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan. 

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah 

terpilih yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045 serta 

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2025–2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, 

Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk segera menyusun RPJMD Tahun 

2025–2029 yang selaras dengan RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Selanjutnya, seluruh 

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas 

sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas 

Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra tersebut tidak hanya mengacu pada 

RPJMD Kabupaten Banyumas, tetapi juga memperhatikan Renstra 

Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Renstra 

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi 

Jawa Tengah. 



RENCANA STRATEGIS DINPERKIM 2025 – 2029 2 
 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah 

lima tahunan yang berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi sesuai 

tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan dinamika lingkungan 

strategis. Renstra ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan, serta diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 

2025–2029, Renstra Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

(PKP), dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

(DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata 

cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 meliputi 

tahap persiapan, penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir hingga 

penetapan Renstra, yang dilaksanakan secara terpadu dengan penyusunan 

Rancangan Awal RPJMD sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
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Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam program 

tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan, serta dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan 

dan sumber pendanaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2 Gambar Alur Keterhubungan Renstra dengan Renja 

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bagian dari dokumen 

perencanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas selama periode tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan 

daerah dan perangkat daerah, serta antar dokumen perencanaan perangkat 

daerah, guna menjamin kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan.  

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-

Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang Temanggung, dan 

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 224); 

12. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan 

Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 359); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 



RENCANA STRATEGIS DINPERKIM 2025 – 2029 6 
 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 

Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8); 

21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 23); 

22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2024 Nomor 37); 

23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23); 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 disusun sebagai 

gambaran kinerja, permasalahan, dan isu strategis, serta memuat strategi, 

arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan 

ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan perumahan dan 

kawasan permukiman serta urusan pertanahan yang menjadi kewenangan 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selama 

periode 2025–2029. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah selama periode Tahun 

2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas; 

2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas 
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sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja; 

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai 

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 disusun 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas 

Tahun 2025–2029. 

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah 

 Bab ini memuat uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja pada periode 

sebelumnya, serta identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis 

yang memengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

 Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 

kurun waktu lima tahun ke depan, strategi pencapaiannya, serta 

arah kebijakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan 

Bidang Urusan 

 Bab ini menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan beserta indikator kinerja, target capaian, dan alokasi 

sumber daya, yang disusun secara sistematis untuk menjamin 

keterpaduan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Bab V Penutup 

 Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen Renstra 

serta arahan umum mengenai implementasi, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan Renstra selama periode 2025–2029 dalam 

mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN 

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu 

urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Di Kabupaten Banyumas, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) yang bertugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman. Ruang lingkup urusan ini meliputi penyediaan rumah 

layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan 

utilitas (PSU), serta pengembangan kawasan permukiman yang 

berkelanjutan. 

Kabupaten Banyumas masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain 

kualitas rumah layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, serta 

keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman seperti jalan 

lingkungan dan drainase. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi 

yang pesat di wilayah perkotaan meningkatkan kebutuhan akan perumahan 

yang terjangkau dan berkualitas. Oleh karena itu, penanganan perumahan 

dan kawasan permukiman menjadi prioritas pembangunan guna 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar 

wilayah. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(DINPERKIM) terus melakukan perencanaan dan pelaksanaan program 

strategis yang didukung oleh APBD, pemerintah pusat, serta mitra 

pembangunan lainnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas rumah 

tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan 

kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah. 

Melalui intervensi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan urusan 

perumahan dan kawasan permukiman dapat mendukung terwujudnya 

lingkungan hunian yang sehat, layak, dan berkeadilan bagi seluruh 

masyarakat Kabupaten Banyumas. 
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Selama lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Banyumas 

menunjukkan tren yang bervariasi dan belum sepenuhnya mencapai target 

yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan 

kegiatan, serta dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kinerja 

pelayanan publik.  

Terdapat sejumlah perubahan antara Renstra Awal Tahun 2018–2023 

dan Renstra Perubahan Tahun 2021 sebagai dampak penyesuaian 

nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2021, sehingga beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu 

disesuaikan. Selain itu, pada penyusunan Renstra Transisi Periode 2024-

2026 juga dilakukan penyesuaian dalam perumusan IKU dengan 

mempertimbangkan penerapan metode SMART, yang menyebabkan adanya 

dinamika pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Banyumas. 

Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam perumusan strategi dan 

kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) untuk 

periode 2025–2029 agar lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Selanjutnya disajikan tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2020–2023 serta hasil evaluasi Renstra Transisi Tahun 2024 

sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024 

NO 
INDIKATOR 

SAT 

REALISASI TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

RENSTRA AWAL   RENSTRA PERUBAHAN   RPD 2024-2026 T R T R T R T R T R 

1 Persentase 

Lingkungan 

Permukiman 
yang Layak Huni 

        % 85,17 85,2 - - - - - - - - 

2 Persentase 
Permukiman 

yang Tertata 

        % 9,45 9,32 - - - - - - - - 

3 Persentase 
Rumah yang 

Sehat sesuai 

Standar 

        % 76,81 78,76 - - - - - - - - 

4 Persentase 

Kesesuaian 

Pemanfaatan 
Ruang dengan 

Rencana Tata 

Ruang 

1 Persentase Kesesuaian 

Pemanfaatan Ruang 

dengan Rencana Tata 
Ruang 

    % 99,982 99,982 99,983 99,983 99,984 99,984 99,985 99,985     

5 Persentase 

Menurunnya 

Pelanggaran Tata 
Ruang 

2 Persentase Menurunnya 

Pelanggaran Tata Ruang 

    % 0,018 0,018 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015     

  

  3 Persentase Kinerja 
Infrastruktur Pendukung 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

    % - - 73,8 75,99 74,96 76,45 76,19 76,92     

  
  4 Cakupan Ketersediaan 

Rumah Layak Huni 

    % - - - - 77,73 79,39 77,58 79,8     

  
  5 Persentase Jumlah 

Rumah Layak Huni untuk 

Korban Bencana 

    % - - - - 100 100 100 100     

        

1 Persentase 
peningkatan 

Lingkungan 

Permukiman 
yang Layak 

Huni 

% - - - - - - - - 0.144 0,069 
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NO 
INDIKATOR 

SAT 

REALISASI TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

RENSTRA AWAL   RENSTRA PERUBAHAN   RPD 2024-2026 T R T R T R T R T R 

        

2 Rasio rumah 
layak huni bagi 

masyarakat 

miskin 

Angka - - - - - - - - 0.7548 0,7071 

        

3 Persentase 

kesesuaian 
pemanfaatan 

ruang dengan 

rencana tata 
ruang 

% - - - - - - - - 100 100 

        

4 Persentase 

pemanfaatan 
penggunaan 

tanah 

% - - - - - - - - 100 100 

        

5 Prosentase 
Peningkatan 

Rumah Tangga 

dengan Akses 
Air Minum 

% - - - - - - - - 1.5 1,94 

        

6 Persentase 
Peningkatan 

Rumah Tangga 

dengan Akses 
Air Limbah 

Domestik 

% - - - - - - - - 2 1,24 
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Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan 

perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Banyumas selama lima 

tahun terakhir, kinerja perangkat daerah menunjukkan capaian yang 

relatif stabil dan progresif pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat 

ruang perbaikan pada indikator tertentu. 

Secara umum, indikator persentase lingkungan permukiman layak 

huni, permukiman tertata, dan rumah sehat sesuai standar menunjukkan 

realisasi yang cukup baik meskipun belum dilaporkan secara konsisten 

setiap tahun. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana 

tata ruang mampu dipertahankan di atas 99% selama lima tahun berturut-

turut, yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap tata kelola ruang 

wilayah. Sementara itu, indikator penurunan pelanggaran tata ruang 

menunjukkan perbaikan yang konsisten dari 0,018% pada tahun 2020 

menjadi 0,015% pada tahun 2023 dan 2024. 

Capaian positif juga terlihat pada indikator-indikator baru, seperti 

cakupan ketersediaan rumah layak huni yang meningkat dari 77,73% pada 

tahun 2021 menjadi 79,8% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung 

oleh adanya sumber pendanaan di luar APBD, antara lain bantuan dari 

pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kontribusi CSR. Selain itu, 

penanganan rumah layak huni bagi korban bencana berhasil 

dipertahankan pada capaian 100% selama empat tahun berturut-turut. 

Namun demikian, beberapa indikator, seperti rasio rumah layak huni bagi 

masyarakat miskin dan peningkatan rumah tangga dengan akses air 

limbah domestik, masih menunjukkan fluktuasi sehingga memerlukan 

perhatian dan intervensi lebih lanjut. Secara keseluruhan, hasil evaluasi 

ini menjadi landasan penting dalam perumusan strategi dan arah 

kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas ke depan agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam 

mewujudkan pembangunan permukiman yang layak dan tertata. 

Selanjutnya, untuk menilai capaian kinerja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas secara lebih 

spesifik, dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK 

digunakan untuk mengukur hasil strategis pelaksanaan program dan 

kegiatan serta menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan ke depan. Uraian IKK Dinas Perumahan dan 
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Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas disajikan pada Tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) DINPERKIM Kabupaten Banyumas 

NO 
 INDIKATOR 

KINERJA 
KUNCI  

S
A
T  

2020 2021 2022 2023 2024 

 T   R   T   R   T   R   T   R   T   R  

1 Persentase Luas 
Tanah Milik 
Pemkab yang 
Bersertifikat   

 %  38,51   50,33   38,83   50,97   39,16   50,97  39,47  53,21      

2 Persentase 

tanah yang 
tertata 

 %                  100 100 

3 Persentase 
Advice Planning 

yang 
Dikeluarkan 
Sesuai Tata 
Ruang  

 %  100,00   94,79  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00      

4 Persentase rata 

rata capaian 
kinerja 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

 %                  100 100 

5 Rasio Rumah 
Layak Huni  

 %  78,34  78,76   80,17   79,17   82,03   79,39  83,94  79,80      

6 Cakupan 
Ketersediaan 

Rumah Layak 
Huni  

 %  76,81   78,76   77,07   79,17   77,33   79,39  77,58  79,80      

7 Cakupan 
Layanan Rumah 
Layak Huni yang 
Terjangkau  

 %  53,77   53,60   55,70   55,70   57,72     0,57  59,83  59,54      

8 Persentase 
peningkatan 
RTLH yang 
diperbaiki 

 %                  75,48 70,71 

9 Cakupan 
lingkungan yang 
sehat dan aman 
yang didukung 
dengan PSU  

 %  81,48  100,00   88,89  100,00   92,59  100,00  96,30  100,00      

10 Persentase PSU 
Perumahan yang 
diserahkan ke 
Pemerintah 
Daerah 

 %                  40 40,92 

11 Proporsi Rumah 
Tangga dengan 
Ases 
Berkelanjutan 
Terhadap Air 
Minum Layak, 
Perkotaan dan 
Perdesaan  

 %  73,37   75,45   74,46   76,54   75,58   76,99  77,08  77,57      

12 Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 

mendapatkan 
akses terhadap 

air minum 
melalui SPAM 
jaringan 

permukaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 

terlindungi 
terhadap rumah 
tangga di 
seluruh Kab 
Kota 

 %                  78,58 79,51 
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NO 

 INDIKATOR 

KINERJA 
KUNCI  

S

A
T  

2020 2021 2022 2023 2024 

 T   R   T   R   T   R   T   R   T   R  

13 Persentase 
Rumah Tinggal 
Berakses 
Sanitasi  

 %  66,66   88,45   88,00   88,83   90,00   90,00  92,00  92,00      

14 Persentase 
rumah tinggal 

berakses 
sanitasi 

 %                  94 93,24 

15 Persentase 
Drainase 
Permukiman 

dalam Kondisi 
Baik   

 %  11,48   11,38   11,53   11,69   11,58   11,66  11,63  11,82      

16 Persentase 
Peningkatan 

Drainse 
lingkungan 
dalam Kondisi 
Baik 

 %                  0,92 1,54 

17 Rasio 

Permukiman 
Layak Huni  

 %  79,82   79,81   79,90   79,89   79,99   79,97  80,06  80,10      

18 Rasio 
Permukiman 

Layak Huni 

 %                  80,21 80,15 

19 Persentase 
Lingkungan 
Permukiman 
Kumuh 

Kawasan 
Perkotaan  

 %  8,16    7,80     8,05     7,15     7,94     6,54    7,83    5,48      

20 Persentase 
Penanganan 
Permukiman 
Kumuh  

 %  6,09    0,44    7,31     6,12     8,53     5,75    9,74  12,18      

21 Proporsi Rumah 
Tangga Kumuh 
Perkotaan  

 %  1,34    1,26     0,89     0,61     0,44     0,44          -          -      

22 Persentase Areal 
Kawasan 
Kumuh  

 %  20,23  20,19   20,22   20,11   20,21   20,03  20,19  19,89      

23 Persentase 
luasan 
permukiman 
kumuh di 
kawasan 
perkotaan yang 
ditangani 

 %                  43,15 55,41 

24 Rasio Tempat 
Pemakaman 
Umum Per 
Satuan 
Penduduk  

 %  39,42   35,33   41,73   34,30   43,98   33,28  46,18  32,26      

25 Persentase 
pemenuhan 
layanan 
penunjang 
urusan 
perangkat 

daerah 

 %                  100 100 

26 Persentase 
tersedianya 
rumah layak 

huni bagi 
korban bencana 

 %                  100 100 

27 Persentase 
tersedianya 

rumah layak 
huni bagi warga 
terdampak 
relokasi akibat 
program 
pemerintah 

 %                  N/A N/A 

             
    : Indikator Kinerja Utama pada RPD 2024-2026     
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2.2. Urusan Pertanahan 

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas tanah 

serta mendukung penataan kawasan permukiman yang tertib dan 

berkelanjutan. Fokus utama urusan ini meliputi pelayanan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah (IPPPT) dan sertifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum (PSU) perumahan. 

Pelayanan IPPPT bertujuan untuk mengatur dan mengawasi 

pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan, khususnya 

pada kawasan perumahan dan permukiman. Melalui proses perizinan ini, 

setiap perubahan penggunaan tanah diharapkan dapat dilaksanakan 

secara legal dan selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. 

Sementara itu, sertifikasi PSU perumahan dilaksanakan untuk 

menjamin legalitas aset PSU yang telah diserahkan oleh pengembang 

kepada pemerintah daerah. Sertifikasi ini menjadi dasar bagi pengelolaan 

dan pemeliharaan fasilitas umum di lingkungan perumahan, seperti jalan, 

taman, dan saluran air, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan 

pelayanan secara optimal dan menjamin keberlanjutan infrastruktur 

permukiman. 

2.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) 

Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan 

bidang pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi pembangunan perumahan layak huni serta penataan 

kawasan permukiman berkelanjutan. Selain itu, DINPERKIM berperan 

dalam menjamin akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar 

permukiman guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. 

Amanat atas peran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
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Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, serta Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. 

2.3.1. Tugas 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) 

Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan 

permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

2.3.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman 

dan bidang pertanahan;  

2. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;  

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman dan bidang pertanahan;  

4. pelaksanaan kesekretariatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

2.3.3. Struktur Organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas 

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Bidang Perumahan dan Pertanahan 

4. Bidang Kawasan Permukiman 

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana  
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Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 89 Tahun 2025. 

2.3.4. Uraian Tugas 

Uraian tugas dalam struktur organisasi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

1) Merumuskan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Mengoordinasikan penyelenggaraan program yang telah ditetapkan 

di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai 

dengan sasaran strategis sebagai upaya pengendalian pelaksanaan 

tugas; 

3) Mengendalikan pelaksanaan seluruh program di lingkungan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pengawasan secara 

berkala agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana; 

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijakan dan 

sasaran strategis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 

5) Membina sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman melalui fasilitasi pengembangan pegawai 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinperkim Kab. Banyumas 
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sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan guna meningkatkan 

kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas; 

6) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang kesekretariatan, 

perumahan dan pertanahan, dan kawasan permukiman, sesuai 

kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada kabupaten; 

7) Menyelia pelaksanaan kebijakan pada bidang kesekretariatan, 

perumahan dan pertanahan, dan kawasan permukiman sesuai 

kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada kabupaten; 

8) Melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan pada bidang 

kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan Kawasan 

permukiman sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

9) Mengesahkan dan mengarahkan penyelenggaraan administrasi 

pada bidang kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan 

kawasan permukiman sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

10) Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membandingkan 

antara rencana kerja dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan 

penyusunan laporan serta perencanaan program selanjutnya; 

11) Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan program yang 

telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas; 

dan 

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sekretaris  

1) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program 

kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta arahan 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien;  

3) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang 
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berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas;  

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala 

sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku guna 

mencapai target kinerja yang ditetapkan;  

5) Merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan 

kebijakan teknis dalam penyelenggaraan kebijakan dan program 

kerja Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, 

kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;  

6) Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja 

Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin 

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;  

7) Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja 

Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin 

tertib administrasi; 

8) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat 

serta pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan rencana 

operasional dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan penyusunan 

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;  

9) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara 

berkala sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; dan  

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

3. Kasubbag. Keuangan  

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana 

operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan guna memperlancar pelaksanaan tugas;  

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku guna 

mencegah terjadinya kesalahan;  
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5) Menyusun rumusan kebijakan teknis serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang terkait dengan: 

a) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja 

dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran, 

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); 

b) pengelolaan penatausahaan keuangan; 

c) pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; 

d) fasilitasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak; 

e) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang keuangan; 

dan 

f) kegiatan lain yang terkait dengan kewenangannya.  

6) Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan 

Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 

menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan;  

7) Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib 

administrasi; 

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta 

tugas di lingkungannya dengan membandingkan rencana 

operasional dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan penyusunan 

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;  

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan secara 

berkala sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja serta bahan perencanaan kegiatan 

selanjutnya; dan  

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian  

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 

yang ditetapkan guna memperlancar pelaksanaan tugas;  

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
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yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan 

lancar;  

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan;  

5) Menyusun rumusan kebijakan teknis serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang 

terkait dengan: 

a) kerumahtanggaan dan perlengkapan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, 

penggunaan, dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana, dan 

prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas; 

b) pengelolaan kepegawaian yang meliputi: 

1) penyusunan analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, dan 

evaluasi jabatan; 

2) penyusunan formasi pegawai; 

3) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian, 

meliputi cuti, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, 

gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan administrasi 

kepegawaian lainnya; dan 

4) ketatausahaan kepegawaian yang meliputi pengelolaan 

daftar hadir, administrasi kepegawaian, penegakan disiplin 

pegawai, pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), 

penilaian prestasi kerja, dan administrasi terkait lainnya; 

c) organisasi dan tata laksana yang meliputi penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat, fasilitasi penataan kelembagaan, pengusulan atau 

pemrosesan pendelegasian kewenangan, serta penghimpunan 

bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi; 

d) pelayanan administrasi persuratan yang meliputi penerapan 

tata naskah dinas, pengelolaan persuratan, dan administrasi 

sejenis lainnya; dan 

e) penyelenggaraan urusan hukum, kehumasan, keprotokolan, 

kearsipan, dan perpustakaan;  

6) melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan 

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna menjamin tercapainya kualitas 

kegiatan yang ditetapkan;  
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7) memverifikasi administrasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna mewujudkan tertib administrasi;  

8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan membandingkan 

antara rencana operasional dan pelaksanaan tugas sebagai bahan 

penyusunan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang;  

9) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja serta bahan perencanaan kegiatan 

selanjutnya; dan  

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan 

1) menyusun rencana operasional Bidang Perumahan dan Pertanahan 

berdasarkan program kerja DINPERKIM serta arahan pimpinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas;  

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna 

mencegah terjadinya kesalahan pelaksanaan tugas;  

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perumahan dan 

Pertanahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;  

5) merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan 

kebijakan teknis serta program kerja Bidang Perumahan dan 

Pertanahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah 

daerah di bidang pertanahan;  

6) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang 

Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna menjamin kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di 

lapangan;  

7) melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;  

8) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan 

dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib 

administrasi;  

9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang 

Perumahan dan Pertanahan serta pelaksanaan tugas bawahan 

dengan membandingkan antara rencana operasional dan realisasi 

pelaksanaan tugas sebagai bahan penyusunan laporan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;  

10) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan 

program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan  

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

1) menyusun rencana operasional Bidang Kawasan Permukiman 

berdasarkan program kerja DINPERKIM serta arahan pimpinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas;  

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna mencegah 

terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;  

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kawasan 

Permukiman secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;  

5) merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan 

kebijakan teknis serta program kerja Bidang Kawasan Permukiman 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, yang 

meliputi: 

a) pengelolaan permukiman; dan 

b) peningkatan kualitas permukiman;  

6) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang 

Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
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menjamin kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di 

lapangan;  

7) melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah;  

8) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan 

dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;  

9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang 

Kawasan Permukiman serta pelaksanaan tugas bawahan dengan 

membandingkan antara rencana operasional dan realisasi 

pelaksanaan tugas sebagai bahan penyusunan laporan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;  

10) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan 

program kerja Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; dan  

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dan/atau 

administratif sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-

masing, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.4. Sumber Daya DINPERKIM Kabupaten Banyumas 

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas sangat 

ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki, baik 

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya 

sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya tersebut merupakan 

modal utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan 

kawasan permukiman, dan urusan pertanahan secara efektif, efisien, dan 

berkelanjutan. 
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2.4.1. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci 

dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Saat 

ini, DINPERKIM Kabupaten Banyumas didukung oleh 73 (tujuh puluh tiga) 

orang pegawai, yang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), 16 (enam belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK), 25 (dua puluh lima) orang tenaga non ASN. 

Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki latar belakang 

pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 

Strata Dua (S2). Keberagaman ini menjadi modal penting dalam menunjang 

pelaksanaan tugas administrasi maupun teknis yang menjadi kewenangan 

dinas, sekaligus mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai dilakukan secara 

proporsional dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, 

kompetensi, dan pengalaman kerja masing-masing. Pengaturan ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi, 

sekaligus mendukung pencapaian target output dan outcome program 

serta kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara efektif dan 

berkelanjutan. 

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian 

dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3: 

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Kategori 
Jumlah 

PNS PPPK Non ASN 

1. SD 1 - 2 3 

2. SMP/Sederajat - - - - 

3. SMA/Sederajat 7 2 10 19 

4. D3 3 1 2 6 

5. D4 - - 1 1 

6. S1 17 13 10 40 

7. S2 4 - - 4 

Jumlah 32 16 25 73 

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian DINPERKIM Kab. Banyumas 

 

Dilihat dari golongan kepangkatannya, pegawai pada Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas didominasi 
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oleh golongan III pada PNS atau golongan IX pada PPPK, yaitu sebanyak 41 

orang dari total pegawai pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar pegawai berada pada jenjang jabatan fungsional maupun 

struktural yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) 

atau setara, serta didukung oleh pengalaman kerja yang memadai. 

Komposisi tersebut mencerminkan potensi SDM yang cukup 

strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis, 

baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam 

mendukung tertib administrasi pertanahan. 

Rincian lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 berikut: 

 
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan Golongan Tahun 2025 

No. Golongan Jumlah 

1. Golongan I (PNS) / I (PPPK) 3 

2. Golongan II (PNS) / V, VII (PPPK) 22 

3. Golongan III (PNS) / IX (PPPK) 41 

4. Golongan IV 4 

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinperkim Kab. Banyumas 

 

2.4.2. Sarana dan Prasarana (Aset) 

Dilihat dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah didukung oleh fasilitas 

yang relatif memadai, baik berupa aset bergerak maupun aset tidak 

bergerak. Sarana dan prasarana yang dimiliki DINPERKIM Kabupaten 

Banyumas meliputi bangunan gedung serta peralatan dan mesin, dengan 

rincian sebagaimana diuraikan berikut:
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Tabel 2.5 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025 
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Sumber: KIB B DINPERKIM Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 
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Tabel 2. 6 Daftar Inventaris Bangunan Gedung DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025 
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Sumber: KIB C DINPERKIM Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 
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2.5. Permasalahan dan Isu Strategis DINPERKIM 

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, masih terdapat berbagai 

tantangan yang dihadapi, baik dari aspek teknis, regulasi, kapasitas 

kelembagaan, maupun keterbatasan sumber daya. Permasalahan yang 

muncul tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur 

permukiman, tetapi juga mencakup kesenjangan pelayanan dasar, seperti 

akses terhadap air minum, sanitasi, dan hunian layak. Selain itu, dinamika 

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta kebutuhan akan kepastian 

hukum di bidang pertanahan, turut memengaruhi kinerja dan efektivitas 

pelayanan yang diberikan oleh DINPERKIM Kabupaten Banyumas. 

Berbagai permasalahan tersebut berkembang menjadi isu-isu strategis 

yang perlu dicermati secara komprehensif karena berdampak langsung 

terhadap pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

identifikasi isu strategis menjadi landasan penting dalam perumusan arah 

kebijakan, strategi, dan program kerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas ke 

depan agar lebih responsif, terarah, dan tepat sasaran. 

2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

DINPERKIM Kabupaten Banyumas 

Permasalahan di Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dari tugas 

dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Banyumas, serta yang termuat dalam Bab II Rancangan Awal 

RPJMD Kabupaten Banyumas, antara lain sebagai berikut: 

1. Rumah Tidak Layak Huni 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih menjadi salah 

satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2024, 

persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,95%, menurun 

dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,53%. Meskipun mengalami 

perbaikan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata tingkat 

kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. 

Selain itu, kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2020 tercatat 

sebesar 6,83% berhasil ditekan secara signifikan hingga mencapai 1,02% 

pada tahun 2024. Namun, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 0,89%. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di 
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Kabupaten Banyumas telah menunjukkan hasil positif, tetapi tetap 

memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terarah agar 

dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan. 

Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat percepatan 

penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyumas adalah belum 

terpenuhinya cakupan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat 

miskin. Hingga tahun 2024, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

telah mencapai 25.752 unit. Namun demikian, masih terdapat sekitar 

73.016 unit RTLH yang belum tertangani, sehingga memerlukan perhatian 

dan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi. 

Apabila mengacu pada alokasi anggaran APBD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025 yang hanya mampu menangani sekitar 494 unit 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per tahun, maka secara teoritis 

diperlukan waktu kurang lebih 147 tahun untuk menuntaskan seluruh 

RTLH yang masih tersisa. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan 

yang sangat signifikan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kapasitas 

pembiayaan daerah, sehingga menuntut adanya terobosan kebijakan, 

optimalisasi sumber pendanaan alternatif, serta penguatan sinergi lintas 

sektor. 

Namun demikian, angka tersebut masih berpotensi mengalami 

perubahan seiring dengan dilaksanakannya proses verifikasi dan validasi 

data di lapangan. Hal ini disebabkan karena data Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH) yang tersedia saat ini belum sepenuhnya valid, belum bersifat real 

time, serta belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang andal. Oleh 

karena itu, penguatan basis data dan pengembangan sistem informasi 

perumahan yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak guna 

mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan intervensi yang lebih 

tepat sasaran dan akuntabel. 

Berikut disajikan capaian atau realisasi penanganan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banyumas selama periode 2016–2024 

yang dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan. 

Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Penanganan RTLH 

No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 APBD Kab. Banyumas 3.129 681 712 671 - 347 231 135 1387 7.293 

2 Bankeupemdes. Prov. 

Jateng 

240 718 903 903 468 487 491 770 761 5.741 

3 BSPS 1.026 302 566 795 1.230 420 485 1234 1282 7.340 

4 DAK Perumahan - - 185 178 195 139 - - - 697 

5 BAZNAS RI - - - - - - - - 4 4 

6 BAZNAS KAB - 301 82 228 - - 48 124 75 858 
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No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

7 BAZNAS PROV - - - - - - - 40 47 87 

8 CSR - 104 - - 5 2 3 100 133 347 

9 LAZIZNU - - - - - 5 7 - - 12 

10 RTSTLH BTT - - - - - 799 301 - - 1.100 

11 Dana Desa - 1.472 351 - - 243 66 72 130 2.262 

12 Filantropi/OPD - - - - - - - 11 - 11 

Total 4.395 3.578 2.799 2.775 1.898 2.442 1.632 2486 3.819 25.752 

Akses terhadap hunian yang layak tidak hanya berdampak pada 

kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas 

hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, 

pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemenuhan 

kebutuhan hunian layak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks akibat keterbatasan 

dukungan pembiayaan, belum meratanya intervensi program rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta belum optimalnya kolaborasi lintas 

sektor dalam penanganannya. Dengan kondisi tersebut, penyediaan rumah 

layak huni perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam 

strategi pengentasan kemiskinan ke depan. 

Upaya penanganan perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu 

yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, 

program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), serta partisipasi masyarakat. Intervensi yang tepat dan 

berkelanjutan di sektor perumahan diharapkan dapat menjadi kunci dalam 

mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan mendukung 

tercapainya kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di 

Kabupaten Banyumas. 

2. Masih terdapat kawasan kumuh di areal perkotaan 

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/1094 Tahun 

2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh, 

Kabupaten Banyumas memiliki kawasan permukiman kumuh seluas 

115,67 hektare. Hingga tahun 2024, kawasan kumuh yang telah tertangani 

mencapai 64,12 hektare, sehingga masih tersisa sekitar 51,58 hektare yang 

memerlukan penanganan lebih lanjut. 

Dalam pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh 

perkotaan, terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain 

keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan 

infrastruktur kawasan kumuh. Selain itu, kawasan kumuh dengan luasan 
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di atas 10 hektare tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Pusat. 

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DINPERKIM 

Kabupaten Banyumas secara aktif mengikuti Lomba Hari Habitat Provinsi 

Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2020–2024, DINPERKIM Kabupaten 

Banyumas berhasil meraih berbagai prestasi, yang memberikan manfaat 

berupa dukungan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui 

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Ke depan, Keputusan Bupati Banyumas tentang Kawasan 

Permukiman Kumuh direncanakan akan dilakukan pembaruan melalui 

pendataan ulang kawasan perkotaan, yang selanjutnya akan ditetapkan 

kembali melalui Keputusan Bupati Banyumas pada tahun 2026, guna 

memastikan keakuratan data dan efektivitas perencanaan penanganan 

kawasan kumuh secara berkelanjutan. 

2.5.2. Telaah Isu Permasalahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

1. Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Ketimpangan akses terhadap perumahan layak, sanitasi, air bersih, 

serta infrastruktur permukiman masih menjadi faktor utama yang 

memengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin 

dan rentan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat, masih tingginya angka kemiskinan 

ekstrem, serta terbatasnya kesempatan bagi masyarakat untuk hidup 

secara produktif dan sehat. 

Oleh karena itu, diperlukan intervensi pembangunan yang 

terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan guna memperkecil 

kesenjangan akses pelayanan dasar, sekaligus mendukung terwujudnya 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif di 

Kabupaten Banyumas. 

2.5.3. Telaah Isu Permasalahan Provinsi dan Nasional 

Berdasarkan permasalahan yang termuat dalam dokumen Rancangan 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat 

beberapa isu permasalahan strategis yang perlu ditelaah dan disinergikan 

penanganannya sebagai isu bersama, antara lain sebagai berikut: 
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1. Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Permasalahan kawasan permukiman kumuh serta keberadaan 

rumah tidak layak huni masih menjadi isu krusial dalam pembangunan 

daerah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan 

permukiman kumuh memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup 

peningkatan kualitas lingkungan hunian, penyediaan infrastruktur dasar, 

serta dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. 

2. Backlog Perumahan dan Rumah Terdampak Bencana 

Backlog atau kekurangan pasokan rumah layak huni masih 

tergolong tinggi, serta sistem penanganan rumah terdampak bencana dan 

relokasi akibat program pembangunan nasional belum berjalan secara 

optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan 

program perumahan yang berbasis kebutuhan lokal, terintegrasi dengan 

aspek ketahanan bencana, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor 

yang lebih kuat. 

3. Pengelolaan Pertanahan 

Pengelolaan pertanahan yang belum optimal, termasuk perlunya 

percepatan sertifikasi aset daerah, penjaminan legalitas Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, serta peningkatan 

transparansi dan keadilan dalam penataan ruang dan penggunaan lahan, 

menjadi isu penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan 

kepastian hukum. 

2.5.4. Telaah Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara untuk 

dipenuhi secara minimal oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, penerapan SPM berfungsi sebagai acuan wajib dalam 

penyediaan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mencakup beberapa 

urusan pemerintahan wajib, salah satunya adalah urusan Perumahan 

Rakyat. 

Pada urusan Perumahan Rakyat, SPM mengamanatkan penyediaan 

layanan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat 

miskin. Selain itu, pemenuhan standar mutu pelayanan juga mencakup 

penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta masyarakat yang 
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terdampak relokasi akibat pelaksanaan program pembangunan pemerintah. 

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendataan, 

perencanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi maupun penyediaan rumah yang 

memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kelayakan huni bagi 

kelompok masyarakat rentan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan demikian, implementasi SPM pada urusan Perumahan Rakyat 

merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan pelayanan 

dasar, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di 

daerah. Oleh karena itu, pemenuhan SPM menjadi prioritas yang wajib 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tanggung jawab 

konstitusional dalam memberikan pelayanan publik yang layak dan 

berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

2.5.5. Telaahan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih 

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah merupakan 

langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan 

pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten 

Banyumas. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan peran 

DINPERKIM agar selaras dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian 

tujuan pembangunan daerah. 

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas Tahun 

2025–2029 yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah: 

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera.” 

Visi tersebut mengandung tiga nilai utama yang menjadi landasan 

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu: 

Produktif, yaitu mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola 

sumber daya secara optimal dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan 

pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar 

permukiman yang mendukung kualitas hidup masyarakat. 

Adil, menggambarkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan 

dan layanan dasar tanpa diskriminasi, termasuk pemerataan akses terhadap 

rumah layak huni, air minum, dan sanitasi. 

Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan 
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dasarnya, hidup sehat, aman, dan nyaman melalui penyediaan hunian yang 

layak serta lingkungan permukiman yang berkualitas. 

Ketiga nilai tersebut saling berkaitan dan menjadi arah strategis dalam 

perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025–2029, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten 

Banyumas 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan 

daerah, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia (SDM) 

2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah 

3. Meningkatnya ketahanan pangan 

4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang 

berkelanjutan 

5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing 

6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam 

mendukung Misi ke-4, yaitu meningkatnya pengembangan wilayah dan 

infrastruktur yang berkelanjutan, serta turut berkontribusi dalam pencapaian 

Misi ke-2 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Peran tersebut 

diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan 

kawasan permukiman, dan pertanahan, khususnya melalui penyediaan 

rumah layak huni, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, 

serta penguatan infrastruktur permukiman yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik masyarakat. 

Melalui intervensi tersebut, DINPERKIM tidak hanya berperan dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan hunian yang sehat, aman, dan 

berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan hunian layak 

dan infrastruktur dasar permukiman menjadi instrumen penting dalam 

menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta 

mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten 

Banyumas. Dengan demikian, peran DINPERKIM menjadi bagian integral 

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025–2029. 

2.5.6. Penentuan Isu – Isu Strategis DINPERKIM Kab. Banyumas 
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Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas merupakan tahapan 

penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Proses ini 

dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan 

program yang dirumuskan benar-benar relevan, tepat sasaran, serta mampu 

menjawab permasalahan aktual dan tantangan ke depan di bidang 

perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. 

Identifikasi isu strategis tersebut didasarkan pada berbagai aspek, 

antara lain hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya, analisis terhadap kondisi dan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, serta dinamika lingkungan eksternal yang meliputi 

kebijakan nasional dan provinsi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

perkembangan wilayah, dan keterbatasan sumber daya. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, isu strategis yang ditetapkan 

diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam perumusan strategi, 

arah kebijakan, dan program prioritas DINPERKIM Kabupaten Banyumas, 

sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

pada periode 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan 

berkelanjutan. 
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Tabel 2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis DINPERKIM berdasarkan telaah Isu KLHS, Provinsi, Nasional, serta Isu Global (SDG’s) 

No. Permasalahan Potensi Isu KLHS Isu Provinsi Isu Nasional Isu Global Isu Strategis 

1. 
  

• Belum Meratanya 

Akses Kualitas 

Hidup Sumber 
Daya Manusia 

dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

• Penanganan 

Kawasan 

Permukiman 
Kumuh 

• Kelengkapan 

bangunan 

pelengkap 

jalan 

• Isu Pembangunan 

Perkotaan: 

Kontribusi 
Ekonomi 

Perkotaan 

terhadap Nasional, 
Urban Sprawl, Isu 

Infrastruktur, 

Lingkungan, 
Ekonomi dan Tata 

Kelola 

• Mewujudkan 

kota dan 

permukiman 
yang inklusif, 

aman, 

tangguh, dan 
berkelanjutan 

(SDG's) 

Peningkatan 

kualitas 
permukiman 

yang layak huni 
dan 

berkelanjutan 

2. 
  

• Belum Meratanya 

Akses Kualitas 

Hidup Sumber 
Daya Manusia 

dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

• Penanganan 

Rumah Tidak 

Layak Huni 

• Pemenuhan 

Kebutuhan 
Rumah Layak 

Huni (Backlog) 

• Penanganan 

Rumah 
Terdampak 

Bencana 

dan/atau 
Relokasi 

Program 

Pemerintah 

• Isu Pembangunan 

Perdesaan: 

Perekonomian dan 
kemiskinan, 

Kesenjangan 

Pelayanan dan 

Relasi Desa-Kota 

• Mewujudkan 

kota dan 

permukiman 
yang inklusif, 

aman, 

tangguh, dan 
berkelanjutan 

(SDG's) 

Peningkatan 
kualitas 

perumahan layak 

huni bagi 
masyarakat 

3. 
  

• Belum Meratanya 

Akses Kualitas 
Hidup Sumber 

Daya Manusia 

dan 

• Pengelolaan 

Pertanahan 

• Isu Pembangunan 

Perkotaan: 
Kontribusi 

Ekonomi 

Perkotaan 

• Membangun 

infrastruktur 
yang tangguh, 

mendorong 

industrialisasi 

Kualitas 

Perumahan dan 

Pertanahan 
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No. Permasalahan Potensi Isu KLHS Isu Provinsi Isu Nasional Isu Global Isu Strategis 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

terhadap Nasional, 
Urban Sprawl, Isu 

Infrastruktur, 

Lingkungan, 
Ekonomi dan Tata 

Kelola 

• Isu Pembangunan 

Perdesaan: 

Perekonomian dan 
kemiskinan, 

Kesenjangan 

Pelayanan dan 

Relasi Desa-Kota 

yang inklusif 
dan 

berkelanjutan, 

serta 
memperkuat 

inovasi 

(SDG's) 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab II, 

serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Tahun 2025–2029 sebagai arah dan fokus pelaksanaan urusan perumahan 

dan kawasan permukiman di daerah. 

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERKIM Kab. Banyumas 

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas 

Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, 

dan pertanahan. Analisis tersebut mencakup permasalahan aktual, capaian 

kinerja periode sebelumnya, tantangan pembangunan ke depan, serta dinamika 

lingkungan strategis baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. 

3.1.1. Tujuan 

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas sebagai hasil dari 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam jangka menengah. Dalam periode 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai oleh 

DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan 

serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel“ 

Dengan indikator tujuan sebagai berikut: 

1) Indeks Tertib Administrasi Pertanahan 

2) Rasio Permukiman Layak Huni 

3) Rasio Rumah Layak Huni 

3.1.2. Sasaran 

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan hasil yang ingin 

dicapai secara lebih terukur sebagai perwujudan dari tujuan pembangunan yang 

telah ditetapkan. Sasaran DINPERKIM Kabupaten Banyumas disusun untuk 

menggambarkan capaian outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan pada 

periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Adapun sasaran yang ingin dicapai 

DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatnya permukiman layak huni dengan indikator kinerja sebagai 

berikut: 

a) Persentase rata-rata capaian kinerja infrastruktur kawasan 

permukiman. 

2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan dengan 

indikator kinerja sebagai berikut: 

a) Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat; 

b) Persentase pemanfaatan penggunaan tanah. 

3) Meningkatnya kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat dengan 

indikator kinerja sebagai berikut: 

a) Persentase peningkatan rumah layak huni. 

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas 

pelayanan publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sebagai 

berikut: 

a) Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah; 

b) Nilai SAKIP Perangkat Daerah; dan 

c) Nilai SPIP Perangkat Daerah. 

Pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Jangka Menengah 

DINPERKIM Kabupaten Banyumas periode 2025 – 2029 tertera pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
 TARGET TAHUN  

KET  
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Misi: 4 
Meningkatnya 

pengembangan wilayah 

dan Infrastruktur yang 
berkelanjutan 

 

Tujuan: 
Meningkatnya 

pemerataan 
pengembangan wilayah 

dan infrastruktur yang 

berdaya saing  
 

Sasaran: 

Meningkatnya Daya 
Saing Infrastruktur 

Terwujudnya 
kawasan 

permukiman 

yang layak, 
tertata, dan 

berkelanjutan 

serta 
penyelenggaraan 

administrasi 
pertanahan yang 

tertib dan 

akuntabel 
 

Meningkatnya 
permukiman layak 

huni 

  

Rasio Permukiman 
Layak Huni 

Angka 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 1 
  

Rasio Rumah Layak 

Huni 

Angka 0,22 0,223 0,226 0,23 0,233 0,237 
  

Indeks Tertib 

Administrasi 

Pertanahan 

Indeks 61,38 67 72,63 78,25 83,88 89,5 

  

Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, efektivitas 

pengendalian dan 

kualitas pelayanan 
publik Perangkat 

Daerah 

Nilai SAKIP 

Sekretariat Daerah 

Nilai      87,00       87,50       88,00       88,50      89,00         89,50   

Nilai SPIP Perangkat 

Daerah 

Angka        3,40         3,45         3,50         3,55        3,60           3,65   

Indeks Pelayanan 
Publik Perangkat 

Daerah 

Angka        3,51         3,55         3,60         3,65        3,70           3,75   

Meningkatnya 
permukiman layak 

huni 

Persentase 
permukiman layak 

huni 

%    99,807     99,844     99,882     99,919    99,957     100,000   

Persentase rata-rata 
kinerja penanganan 

kawasan 

permukiman 

%    49,226     49,432     53,275     57,118    60,961       63,586   

Misi: 2 

Meningkatnya daya 
saing ekonomi daerah 

 

Tujuan: 
Menguatnya ekonomi 

kerakyatan yang maju, 

mandiri dan 
menyejahterakan 

 

Sasaran: 
Tertanganinya 

kemiskinan 

  

Meningkatnya 

rumah layak huni 
bagi masyarakat 

Persentase 

Peningkatan Rumah 
Layak Huni 

% 0,624 0,642 0,658 0,673 0,686 0,698  

Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggaraan 

urusan pertanahan  

Persentase PSU 

Perumahan yang 
bersertifikat 

% 100 100 100 100 100 100  

Presentase 

pemanfaatan 
penggunaan tanah 

% 48,5 56 63,5 71 78,5 86  

Sumber: DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025
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3.2. Strategi 

Strategi merupakan arah dan pendekatan yang ditempuh oleh Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun dengan 

mempertimbangkan isu-isu strategis, permasalahan aktual, serta keselarasan 

dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Strategi ini menjadi 

landasan dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. 

Adapun strategi DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka 

pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025-2029 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

Terwujudnya 

kawasan 

permukiman 
yang layak, 

tertata, dan 

berkelanjutan 
serta 

penyelenggaraan 

administrasi 
pertanahan 

yang tertib dan 
akuntabel 

   

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja, 
efektivitas 

pengendalian 

dan kualitas 
pelayanan 

publik 

Perangkat 
Daerah 

Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis 

kinerja 

Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan internal 

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan 

akuntabel 

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 

informasi 

Meningkatnya 
permukiman 

layak huni 

Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Peningkatan kualitas dan penataan kawasan permukiman 

kumuh 

Penguatan kolaborasi dan pendanaan lintas sektor 

Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan 

permukiman 

Penyediaan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur 
dasar permukiman 

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi perumahan dan 

permukiman 

Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat 

Integrasi penanganan permukiman dengan mitigasi bencana 

dan keberlanjutan lingkungan 

Meningkatnya 

rumah layak 

huni bagi 
masyarakat 

Percepatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Pemutakhiran dan integrasi data perumahan 

Penguatan kolaborasi pendanaan dan kemitraan 

Peningkatan kualitas standar teknis rumah layak huni 

Integrasi program perumahan dengan pengentasan kemiskinan 

Penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi 

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan rumah 

Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksana 

Penguatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program 

Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggaraan 

urusan 

pertanahan 

Peningkatan kepastian hukum pemanfaatan tanah 

Percepatan sertifikasi aset dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum (PSU) 

Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan 

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan 

Pemutakhiran dan integrasi data pertanahan 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia urusan 

pertanahan 

Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja 
pertanahan 
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3.3. Arah Kebijakan 

Kebijakan merupakan pedoman dan arahan yang wajib dipatuhi dalam 

pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan guna 

mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan disusun 

untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DINPERKIM 

Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan selaras 

dengan tujuan serta sasaran jangka menengah yang ingin dicapai. 

Arah kebijakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dirumuskan 

sebagai penjabaran operasional dari strategi, dengan mempertimbangkan isu-

isu strategis, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta keselarasan 

dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Kebijakan ini 

menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan agar 

pelaksanaannya efektif, efisien, dan akuntabel. 

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan 

disusun secara sistematis untuk memastikan adanya kesinambungan antara 

perencanaan strategis dan implementasi program di lapangan. Melalui 

keterkaitan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu 

mendorong pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta penguatan 

tata kelola dan akuntabilitas kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. 

Selanjutnya, hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk periode 2025–2029 

disajikan secara ringkas dan terstruktur dalam Tabel 3.3 sebagai acuan 

utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. 

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan  

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Terwujudnya 

kawasan 
permukiman yang 

layak, tertata, dan 

berkelanjutan serta 
penyelenggaraan 

administrasi 

pertanahan yang 
tertib dan akuntabel 

Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, 

efektivitas 

pengendalian 
dan kualitas 

pelayanan 

publik 
Perangkat 

Daerah 

Penguatan 

sistem 
perencanaan 

dan 

penganggaran 
berbasis 

kinerja 

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan 

dan penganggaran daerah yang berbasis 
kinerja melalui penguatan integrasi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

serta evaluasi pembangunan, didukung oleh 
ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, 

dan real time, guna memastikan efektivitas, 

efisiensi, dan akuntabilitas pencapaian hasil 
pembangunan 

  

Penguatan 
fungsi 

pengendalian 
dan 

pengawasan 

internal 

Memperkuat fungsi pengendalian dan 
pengawasan internal penyelenggaraan 

pemerintahan daerah melalui peningkatan 
efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), penguatan peran Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta 
pemanfaatan sistem pengawasan berbasis 
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risiko dan teknologi informasi, guna 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel, transparan, dan berintegritas 

  

Peningkatan 
kompetensi 

dan 

profesionalisme 
aparatur 

Meningkatkan kompetensi, integritas, dan 
profesionalisme aparatur melalui 

pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, 

penguatan sistem manajemen talenta, serta 
penerapan merit system guna mewujudkan 

aparatur yang adaptif, berorientasi kinerja, 
dan mampu memberikan pelayanan publik 

yang berkualitas 

  

Peningkatan 
kualitas 

pelayanan 

publik yang 
transparan dan 

akuntabel 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan publik yang transparan, akuntabel, 

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 

melalui penguatan standar pelayanan, 
pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan 

kapasitas aparatur, serta penguatan 

mekanisme pengawasan dan pengaduan 
masyarakat 

  

Optimalisasi 

pemanfaatan 
teknologi 

informasi dan 
sistem 

informasi 

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan sistem informasi yang 
terintegrasi, interoperabel, dan berkelanjutan 

untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, serta evaluasi pembangunan 

daerah, guna meningkatkan kualitas layanan 

publik, efektivitas pengambilan keputusan, 
dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

 

Meningkatnya 

permukiman 
layak huni 

Percepatan 

penanganan 
Rumah Tidak 

Layak Huni 

(RTLH) 

Mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin dan 
rentan melalui peningkatan alokasi dan 

efektivitas pendanaan, penguatan kolaborasi 

lintas sektor dan lintas sumber pembiayaan, 
serta penajaman basis data penerima manfaat 

agar intervensi lebih tepat sasaran dan 

berkelanjutan 

  

Peningkatan 

kualitas dan 
penataan 

kawasan 

permukiman 
kumuh 

Meningkatkan kualitas dan penataan kawasan 

permukiman kumuh secara terpadu dan 
berkelanjutan melalui penanganan 

infrastruktur dasar, peningkatan kualitas 

rumah layak huni, penataan lingkungan 
permukiman, serta penguatan kolaborasi 

lintas sektor dan partisipasi masyarakat 

berbasis data yang akurat dan terintegrasi 

  

Penguatan 

kolaborasi dan 

pendanaan 
lintas sektor 

Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam 

pembangunan daerah melalui penguatan 

sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah 
pusat, pemerintah desa, dunia usaha, 

perguruan tinggi, dan masyarakat, serta 

optimalisasi berbagai sumber pendanaan 
alternatif dan inovatif guna memperluas 

cakupan dan meningkatkan efektivitas 

program pembangunan 

  

Penguatan 

perencanaan 
dan 

pengendalian 

pembangunan 
permukiman 

Meningkatkan kualitas perencanaan dan 

pengendalian pembangunan permukiman 
melalui penguatan basis data yang akurat dan 

terintegrasi, penataan kawasan permukiman 

secara berkelanjutan, serta pengendalian 
pemanfaatan ruang guna mendukung 

penyediaan permukiman layak huni, aman, 

dan inklusif 

  

Penyediaan 

dan 

peningkatan 
akses terhadap 

infrastruktur 

dasar 
permukiman 

Meningkatkan penyediaan dan pemerataan 

akses terhadap infrastruktur dasar 

permukiman yang layak, aman, dan 
berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dan kawasan rentan, 

melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, 
pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, 

serta pendekatan berbasis kebutuhan dan 
data yang terintegrasi 
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Peningkatan 
kualitas data 

dan sistem 

informasi 
perumahan 

dan 

permukiman 

Meningkatkan kualitas, akurasi, dan 
keterpaduan data perumahan dan 

permukiman melalui penguatan sistem 

pendataan yang terintegrasi, mutakhir, dan 
berbasis teknologi informasi, sebagai dasar 

perencanaan, penganggaran, serta 

pelaksanaan intervensi perumahan dan 
permukiman yang lebih tepat sasaran dan 

berkelanjutan 

  

Penguatan 

kapasitas 

kelembagaan 
dan peran 

masyarakat 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan 

pemerintah dan pemangku kepentingan 

terkait, serta memperkuat peran dan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

melalui pengembangan sumber daya manusia, 
penguatan tata kelola kelembagaan, dan 

perluasan kolaborasi berbasis kemitraan 

  

Integrasi 
penanganan 

permukiman 

dengan 
mitigasi 

bencana dan 
keberlanjutan 

lingkungan 

Mengintegrasikan penanganan dan 
pengembangan permukiman dengan upaya 

mitigasi bencana serta prinsip keberlanjutan 

lingkungan melalui perencanaan berbasis 
risiko, penerapan standar bangunan aman 

dan ramah lingkungan, serta penguatan 
koordinasi lintas sektor guna mewujudkan 

kawasan permukiman yang tangguh, aman, 

dan berkelanjutan 

 

Meningkatnya 

rumah layak 

huni bagi 
masyarakat 

 

 

Percepatan 

rehabilitasi 

Rumah Tidak 
Layak Huni 

(RTLH) 

Mempercepat rehabilitasi Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) melalui peningkatan cakupan 

dan kualitas penanganan yang terintegrasi, 
tepat sasaran, dan berkelanjutan, dengan 

mengoptimalkan sumber pendanaan, 

memperkuat basis data RTLH, serta 
meningkatkan sinergi lintas sektor dan 

partisipasi masyarakat 

 

 Pemutakhiran 

dan integrasi 
data 

perumahan 

Meningkatkan kualitas tata kelola data 

perumahan melalui pemutakhiran data secara 
berkala dan terstandar serta pengembangan 

sistem informasi perumahan yang terintegrasi 
lintas sektor, guna mendukung perumusan 

kebijakan, perencanaan program, dan 

penetapan intervensi penanganan perumahan 
dan permukiman yang lebih tepat sasaran, 

efektif, dan berkelanjutan 

  

Penguatan 
kolaborasi 

pendanaan 

dan kemitraan 

Mengoptimalkan kolaborasi pendanaan dan 
kemitraan pembangunan melalui penguatan 

sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah 

pusat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga 
keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat, 

serta pemanfaatan berbagai sumber 

pendanaan alternatif guna meningkatkan 
kapasitas pembiayaan dan keberlanjutan 

pembangunan daerah 

  

Peningkatan 
kualitas 

standar teknis 
rumah layak 

huni 

Meningkatkan kualitas standar teknis rumah 
layak huni melalui penyusunan, penerapan, 

dan pengawasan standar bangunan yang 
memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan, 

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, guna mendukung peningkatan 

kualitas hidup dan penurunan kemiskinan 

  

Integrasi 
program 

perumahan 

dengan 
pengentasan 

kemiskinan 

Mengintegrasikan program perumahan, 
khususnya penanganan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) dan kawasan permukiman 

kumuh, dengan program pengentasan 
kemiskinan melalui penajaman sasaran 

rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, 

sinergi lintas perangkat daerah, serta 
pemanfaatan data terpadu, guna 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
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mempercepat penurunan angka kemiskinan 
secara berkelanjutan 

  

Penanganan 

rumah 
terdampak 

bencana dan 

relokasi 

Meningkatkan penanganan rumah terdampak 

bencana dan relokasi secara terpadu, cepat, 
dan berkelanjutan melalui penguatan 

koordinasi lintas sektor, pemenuhan standar 

rumah layak huni dan aman bencana, serta 
penyediaan lokasi relokasi yang sesuai dengan 

rencana tata ruang dan kebutuhan sosial 
ekonomi masyarakat 

  

Peningkatan 

peran 
masyarakat 

dalam 

pembangunan 
rumah 

Mendorong peningkatan peran aktif 

masyarakat dalam pembangunan dan 
peningkatan kualitas rumah melalui 

penguatan partisipasi, pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat, serta 
pengembangan swadaya dan gotong royong 

yang didukung oleh fasilitasi pemerintah 

daerah 

  

Penguatan 

kelembagaan 

dan kapasitas 
pelaksana 

Meningkatkan efektivitas kelembagaan dan 

kapasitas pelaksana pembangunan melalui 

penguatan struktur organisasi, kejelasan 
peran dan kewenangan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, serta 
penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas 

sektor guna mendukung pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan secara optimal 
dan berkelanjutan 

  

Penguatan 

monitoring, 
evaluasi, dan 

pengendalian 

program 

Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, 

dan pengendalian pelaksanaan program 
pembangunan melalui penguatan sistem 

pelaporan berbasis kinerja, pemanfaatan data 

dan teknologi informasi yang terintegrasi, serta 
peningkatan kapasitas aparatur, guna 

memastikan kesesuaian antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan 

 

Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggaraan 

urusan 

pertanahan 

Percepatan 

penanganan 
Rumah Tidak 

Layak Huni 

(RTLH) 

Mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) melalui peningkatan cakupan 
dan kualitas intervensi secara terintegrasi, 

dengan mengoptimalkan berbagai sumber 

pendanaan, memperkuat basis data dan 
sistem informasi perumahan, serta mendorong 

kolaborasi lintas sektor dan pemangku 

kepentingan guna mewujudkan hunian layak, 
aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat 

miskin dan rentan 

  

Peningkatan 
kualitas dan 

penataan 

kawasan 
permukiman 

kumuh 

Meningkatkan kualitas lingkungan 
permukiman kumuh melalui penataan 

kawasan yang terpadu dan berkelanjutan, 

mencakup peningkatan kualitas rumah layak 
huni, penyediaan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum (PSU), serta penguatan 

kelembagaan dan partisipasi masyarakat, 
dengan dukungan data kawasan yang akurat 

dan terintegrasi 

  

Penguatan 

kolaborasi dan 

pendanaan 
lintas sektor 

Memperkuat kolaborasi lintas sektor dan 

optimalisasi sumber pendanaan pembangunan 

melalui peningkatan sinergi antara pemerintah 
daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, 

dunia usaha, lembaga keuangan, dan 

masyarakat, guna memperluas cakupan 
intervensi pembangunan serta meningkatkan 

efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan 

program prioritas 

  

Penguatan 

perencanaan 

dan 
pengendalian 

pembangunan 
permukiman 

Meningkatkan kualitas perencanaan dan 

pengendalian pembangunan permukiman yang 

terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan 
basis data permukiman, penataan kawasan 

berbasis kebutuhan riil, serta pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pembangunan 
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perumahan guna mewujudkan permukiman 
yang layak huni, tertata, dan inklusif 

  

Penyediaan 

dan 
peningkatan 

akses terhadap 

infrastruktur 
dasar 

permukiman 

Meningkatkan ketersediaan dan akses 

masyarakat, khususnya kelompok 
berpenghasilan rendah, terhadap infrastruktur 

dasar permukiman yang layak, aman, dan 

berkelanjutan melalui penguatan penanganan 
Rumah Tidak Layak Huni, peningkatan 

kualitas kawasan permukiman, serta 
perluasan cakupan pelayanan air minum, 

sanitasi, dan prasarana lingkungan secara 

terintegrasi dan tepat sasaran 

  

Peningkatan 

kualitas data 

dan sistem 
informasi 

perumahan 

dan 
permukiman 

Meningkatkan kualitas, akurasi, dan 

keterpaduan data perumahan dan 

permukiman melalui pengembangan sistem 
informasi yang terintegrasi, mutakhir, dan 

berbasis spasial, guna mendukung 

perencanaan, penganggaran, serta 
pelaksanaan kebijakan perumahan dan 

permukiman yang lebih tepat sasaran dan 

berkelanjutan 

  

Penguatan 

kapasitas 
kelembagaan 

dan peran 

masyarakat 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan 

pemerintah daerah dan memperkuat peran 
serta masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

melalui penguatan tata kelola, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, serta 

pengembangan mekanisme partisipasi yang 

inklusif dan berkelanjutan 

  

Integrasi 

penanganan 

permukiman 
dengan 

mitigasi 

bencana dan 
keberlanjutan 

lingkungan 

Mengintegrasikan penanganan permukiman 

dengan upaya mitigasi bencana dan 

perlindungan lingkungan melalui perencanaan 
berbasis risiko, penerapan prinsip 

pembangunan berkelanjutan, serta penguatan 

ketahanan permukiman terhadap ancaman 
bencana dan dampak perubahan iklim 

 

  



RENCANA STRATEGIS DINPERKIM 2025 – 2029 71 
 

BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dan strategi dalam 

rangka pencapaian tujuan strategis, langkah operasional perlu dituangkan ke 

dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada tugas dan 

fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten 

Banyumas. 

Program merupakan himpunan kegiatan yang dilaksanakan secara 

sistematis dan terpadu oleh satu atau lebih perangkat daerah, baik secara 

mandiri maupun melalui kerja sama dengan masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan 

penjabaran program sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi, sedangkan 

sub kegiatan merupakan bentuk konkret dari aktifitas yang dilaksanakan 

dalam suatu kegiatan. 

Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan 

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif, yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja. 

Adapun rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan DINPERKIM 

Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU)  

1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  

a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

c. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 

d. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah 

Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang 

Kepemilikan Rumah 
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2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha  

a. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 

Kumuh 

b. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh  

3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  

1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada 

Daerah Kabupaten/Kota  

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap 

Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   

1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota  

a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi 

Perumahan 

b. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 

Rumah Khusus 

c. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena 

Relokasi Program Kabupaten/Kota 

d. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat 

yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 

e. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

f. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota 

2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  

a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 

b. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan 

Fasilitator 

3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota  

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 

b. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 

c. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi 

Program Kabupaten/Kota 

4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota  
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a. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang 

Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 

b. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA   

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah  

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah  

a. Pengadaan Mebel 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah  

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b. Pemeliharaan Mebel 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

6. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM 

TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE   

1) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota  
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a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 

7. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 

1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota  

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/Kota 

8. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH   

1) Penerbitan Izin Membuka Tanah  

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 

9. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 

1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota
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Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DINPERKIM Kab. Banyumas 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

Misi: 4  
 
Meningkatnya 

pengembangan 
wilayah dan 
Infrastruktur 

yang 
berkelanjutan 

 
Meningkatnya 
pemerataan 

pengembangan 
wilayah dan 

infrastruktur 
yang berdaya 
saing 

 
Meningkatnya 
Daya Saing 

Infrastruktur 

Terwujudnya 
kawasan 
permukiman 

yang layak, 
tertata, dan 
berkelanjutan 

serta 
penyelenggaraan 

administrasi 
pertanahan 
yang tertib dan 

akuntabel 

  
  
  

  
  
  

Rasio Permukiman Layak Huni   
  
  

  
  
  

Rasio Rumah Layak Huni 

Indeks Tertib Administrasi 

Pertanahan 

  

  Meningkatnya 

permukiman 
layak huni 

  Persentase rata - rata Kinerja 

Penanganan Kawasan 
Permukiman 

    

      Meningkatnya 

Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum (PSU) di 

lingkungan perumahan 
dan kawasan 
permukiman 

Persentase Drainase Lingkungan 

dalam kondisi baik 

PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 

(PSU) 

  



RENCANA STRATEGIS DINPERKIM 2025 – 2029          76 
 

NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

        Persentase PSU Perumahan 

yang diserahkan ke Pemerintah 
Daerah 

    

        Persentase Jalan Lingkungan 
Permukiman dalam Kondisi 
Baik 

    

        Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum) 

    

      Terlaksananya 
penyelenggaraan PSU 

Perumahan 

Jumlah PSU Perumahan yang 
diserahkan 

Urusan Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

  

        Jumlah Panjang Jalan 
Lingkungan yang Ditangani 

    

        Panjang Drainase yang dibangun 
ditingkatkan dan dipelihara 

    

        Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum) 

    

      PSU Perumahan yang 
direncanakan 

penyediaannya 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Penyediaan PSU Perumahan 

Perencanaan Penyediaan 
PSU Perumahan 

  

      Terlaksananya koordinasi 
dan sinkronisasi dalam 

rangka penyediaan PSU 
Perumahan 

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum Perumahan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 
Perumahan 

  

      Terlaksananya verifikasi 
dan penyerahan PSU 

Perumahan 

Jumlah Laporan Hasil Serah 
Terima PSU Perumahan yang 

Terverifikasi dari Pengembang 

Verifikasi dan Penyerahan 
PSU Perumahan dari 

Pengembang 

  

      
 

 

PSU di Perumahan yang 
disediakan 

Jumlah Lokasi Perumahan yang 
Disediakan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Meningkatnya kawasan 

permukiman 

Persentase kawasan 

permukiman kumuh dibawah 10 
Ha di kab yang ditangani 

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

  

      Kawasan permukiman 
kumuh yang ditingkatkan 
dan ditata 

Jumlah luas kawasan kumuh 
(sisa kumuh) 

Penataan dan Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

  

      Meningkatnya kesadaran 
keluarga dalam 
mewujudkan rumah sehat 

dan layak huni 

Jumlah Rumah Tangga yang 
Terfasilitasi Peningkatan 
Kesadaran dalam Mewujudkan 

Rumah Sehat dan Layak Huni 
serta Kesadaran Hukum tentang 
Kepemilikan Rumah 

Peningkatan Kesadaran 
Keluarga dalam 
Mewujudkan Rumah Sehat 

dan Layak Huni Serta 
Kesadaran Hukum Tentang 
Kepemilikan Rumah 

  

      Meningkatnya kualitas 
kawasan permukiman 

kumuh 

Jumlah luas kawasan kumuh 
(sisa kumuh) 

Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

  

      Terlaksananya pendataan 

dan verifikasi 
penyelenggaraan kawasan 

permukiman kumuh 

Jumlah Dokumen Data 

Permukiman Kumuh yang 
Terverifikasi 

Pendataan dan Verifikasi 

Penyelenggaraan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

  

      Kawasan permukiman 
kumuh yang dipugar 

Luas Permukiman Kumuh yang 
Dipugar 

Pelaksanaan Pemugaran 
Kawasan Permukiman 

Kumuh 

  

    Meningkatnya 
kualitas 

penyelenggaraan 
urusan 

pertanahan 

  Persentase PSU Perumahan yang 
bersertifikat 

    

        Persentase pemanfaatan 
penggunaan tanah 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Terlaksananya 

redistribusi tanah dan 
ganti kerugian program 

tanah kelebihan 
maksimal dan tanah 
absentee 

Persentase tanah yang 

terfasilitasi redistribusi 

PROGRAM REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN GANTI 
KERUGIAN PROGRAM 

TANAH KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN TANAH 
ABSENTEE 

  

        Tersedianya Tanah Obyek 
Landreform (TOL) yang siap 

diredistribusikan yang berasal 
dari Tanah Kelebihan 
Maksimum dan Tanah Absentee 

    

      Subjek dan Objek Redistri 
busi tanah serta ganti 
keruian tanah yang 

ditetapkan 

Jumlah lokasi objek redistribusi 
tanah 

Penetapan Subjek dan 
Objek Redistribusi Tanah 
serta Ganti Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum dan 
Tanah Absentee dalam 1 

(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya koordinasi 

dan Sinkronisasi 
Penataan Akses dalam 

Pemanfaatan Redistribusi 
Tanah dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penataan Akses dalam 

Pemanfaatan Redistribusi Tanah 
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penataan 
Akses dalam Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah dalam 1 
(satu) Kabupaten/Kota 

  

      Meningkatnya 
penatagunaan tanah 

Persentase bidang tanah yang 
dikonsolidasikan 

PROGRAM 
PENATAGUNAAN TANAH 

  

        Persentase bidang tanah 

perumahan yang disertifikatkan 

    

        Persentase pemanfaatan tanah 

yang sesuai dengan 
peruntukkan tanahnya diatas 
izin lokasi dibandingkan dengan 

luas izin lokasi yang diterbitkan 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

        Persentase Penetapan Tanah 

Untuk Pembangunan Fasilitas 
Umum 

    

        Tersedianya Lokasi 
Pembangunan Dalam Rangka 
Penanaman Modal 

    

      Terlaksananya 
penggunaan tanah yang 

hamparannya dalam satu 
daerah Kab/kota 

Jumlah bidang tanah PSU 
Perumahan yang disertifikatkan 

Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 

Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Bidang Tanah yang 

dikonsolidasi tahun n 

    

      Terlaksananya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

perencanaan penggunaan 
tanah 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 

Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 

Penggunaan Tanah 

  

      Terlaksananya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya 

pengelolaan izin 
membuka tanah 

Tersedianya tanah untuk 

masyarakat 

PROGRAM PENGELOLAAN 

IZIN MEMBUKA TANAH 

  

      terlaksananya penerbitan 

izin membuka tanah 

Jumlah kegiatan ijin membuka 

tanah 

Penerbitan Izin Membuka 

Tanah 

  

      Terlaksananya koordinasi 
dan sinkronisasi 

pemberian izin membuka 
tanah 

Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

dalam rangka Pemberian Izin 
Membuka Tanah 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemberian Izin 

Membuka Tanah 

  

      Terlaksananya 
penyelesaian sengketa 
tanah garapan 

Penanganan sengketa tanah 
garapan yang dilakukan melalui 
mediasi 

PROGRAM 
PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH 

GARAPAN 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Terlaksananya 

penyelesaian sengketa 
tanah garapan daerah 

kabupaten 

Jumlah Kegiatan Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penyelesaian Sengketa 

Tanah Garapan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya 
inventarisasi kasus 

pertanahan 

Jumlah Data Kasus Pertanahan 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Inventarisasi Kasus 
Pertanahan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

  

    Meningkatnya 

Rumah layak 
huni bagi 
masyarakat 

  Persentase Peningkatan Rumah 

Layak Huni 

    

      Terlaksananya program 
perumahan dan kawasan 
permukiman kumuh 

Persentase Cakupan Rumah 
Layak Huni 

PROGRAM PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

  

        Berkurangnya jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak Layak Huni) 

    

      Terlaksananya 
pencegahan perumahan 
dan kawasan 

permukiman kumuh pada 
daerah Kabupaten / Kota 

Jumlah RTLH yang Ditangani 
sampai dengan Tahun n 

Pencegahan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

      Rumah tidak layak huni 
yang diperbaiki 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan Berkembangnya 

Permukiman Kumuh di Luar 
Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap 

Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh di 

Luar Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

  

      Terlaksananya program 
pengembangan 

perumahan 

Persentase tersedianya rumah 
layak huni bagi korban bencana 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

        Persentase tersedianya rumah 

layak huni bagi warga 
terdampak relokasi akibat 

program pemerintah 

    

      Terlaksananya Pendataan 
Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Pendataan 
Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten 

Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

  

      Lahan-Lahan Potensial 

sebagai Lokasi Relokasi 
Perumahan yang 
teridentifikasi 

Jumlah Dokumen Data Rumah di 

Lokasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Identifikasi Lahan-Lahan 

Potensial sebagai Lokasi 
Relokasi Perumahan 

  

      Terlaksananya Pendataan 
Rumah Sewa Milik 

Masyarakat, Rumah 
Susun dan Rumah 
Khusus 

Jumlah Dokumen Data Rumah 
Sewa Milik Masyarakat, Rumah 

Susun, dan Rumah Khusus 

Pendataan Rumah Sewa 
Milik Masyarakat, Rumah 

Susun dan Rumah Khusus 

  

      Perumahan di Lokasi yang 
Berpotensi Terkena 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota yang 
teridentifikasi 

Jumlah Dokumen Data Rumah di 
Lokasi yang Berpotensi Terkena 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Identifikasi Perumahan di 
Lokasi yang Berpotensi 

Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya Pendataan 
dan Verifikasi Calon 
Penerima Rumah bagi 

Masyarakat yang Terkena 
Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Data Bakal 
Calon Penerima Rumah bagi 
Korban Bencana Kabupaten/ Kota 

yang Terverifikasi 

Pendataan dan Verifikasi 
Calon Penerima Rumah 
bagi Masyarakat yang 

Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

  

      Perumahan di Lokasi 
Rawan Bencana 

Jumlah Dokumen Data Rumah di 
Lokasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Identifikasi Perumahan di 
Lokasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

Kabupaten/Kota yang 

teridentifikasi 

      Terlaksananya Pendataan 

dan Verifikasi Calon 
Penerima Rumah bagi 
Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Data Bakal 

Calon Penerima Rumah bagi 
Korban Bencana Kabupaten/Kota 
yang Terverifikasi 

Pendataan dan Verifikasi 

Calon Penerima Rumah 
bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya Sosialisasi 

dan Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sosialisasi dan Persiapan 

Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Sosialisasi dan Persiapan 

Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya Sosialisasi 

Standar Teknis 
Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah 
kepada 
Masyarakat/Sukarelawan 

Tanggap Bencana 

Jumlah Orang/Sukarelawan yang 

Mengikuti Sosialisasi Standar 
Teknis Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

Sosialisasi Standar Teknis 

Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah kepada 

Masyarakat/Sukarelawan 
Tanggap Bencana 

  

      Tim Satgas, Tim 

Pendamping dan 
Fasilitator yang dibentuk 
dan dilatik 

Jumlah Orang pada Tim Satgas, 

Tim Pendamping, dan Fasilitator 
yang Terbentuk dan Terlatih 

Pembentukan dan 

Pelatihan Tim Satgas, Tim 
Pendamping dan Fasilitator 

  

      Rumah korban bencana 
yang dibangun dan 
direhabilitasi 

Penyediaan dan rehabilitasi 
rumah layak huni bagi korban 
bencana kabupaten/kota 

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota 

  

      Rumah Korban Bencana 

yang di Rehabilitasi 

Jumlah Rumah Korban Bencana 

Kabupaten/Kota yang 
Terehabilitasi 

Rehabilitasi Rumah bagi 

Korban Bencana 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Rumah korban bencana 

yang dibangun 

Jumlah Rumah bagi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota yang 
Terbangun 

Pembangunan Rumah bagi 

Korban Bencana 

  

        Bantuan akses rumah sewa layak 
huni bagi korban bencana 

    

        Pemukiman kembali bagi korban 

bencana 

    

      Rumah Masyarakat yang 

terdampak Relokasi 
Program Kab/Kota yang 
dibangun 

Jumlah Rumah bagi Masyarakat 

yang Terdampak Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

Pembangunan Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terdampak Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

  

        Bantuan akses Rumah Sewa 
Layak Huni 

    

        Fasilitasi penyediaan rumah layak 

huni bagi masyarakat terdampak 
relokasi program pemerintah 

kabupaten 

    

      Terlaksananya 
Pendistribusian dan serah 

terima rumah bagi korban 
bencana atau relokasi 

program Kab/Kota 

Jumlah kegiatan serah terima 
rumah terdampak bencana dan 

relokasi akibat program 
pemerintah 

Pendistribusian dan Serah 
Terima Rumah bagi Korban 

Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya 
Penatausahaan Serah 

Terima Rumah bagi 
Masyarakat yang Terkena 
Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Serah Terima 
Rumah bagi Masyarakat yang 

Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 

Masyarakat yang Terkena 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

  

      Terlaksananya 

Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 
Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Serah Terima 

Rumah bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Penatausahaan Serah 

Terima Rumah bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

    Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, 

efektivitas 
pengendalian 
dan kualitas 

pelayanan 
publik 

Perangkat 
Daerah 

  Indeks Pelayanan Publik 

Perangkat Daerah 

    

        Nilai SPIP Perangkat Daerah     

        Nilai SAKIP Perangkat Daerah     

      Optimalnya pemenuhan 
layanan penunjang 

urusan pemerintahan 
daerah 

IKM Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

        Persentase Realisasi APBD 
Perangkat Daerah 

    

        Persentase IP ASN Pegawai pada 

Perangkat Daerah bernilai 
sedang - sangat tinggi 

    

        Nilai kematangan organisasi     

        Persentase Pemenuhan Layanan 
Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

    

      Optimalnya penyusunan 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase Kesesuaian Program 
Renja Perangkat Daerah dengan 

Renstra Perangkat Daerah 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  

        Persentase kesesuaian Program 
Renja Perangkat Daerah dengan 

DPA 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

      Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah. 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  

      Optimalnya pengelolaan 

administrasi umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Pengelolaan 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

        Nilai pengelolaan arsip perangkat 
daerah 

    

      Tersedianya Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Komponen 

InstalasiListrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  

      Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

  

      Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

  

      Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

  

      Terlaksananya 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

  

      Optimalnya Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase kesesuaian realisasi 

pengadaan BMD dengan rencana 
kebutuhan pengadaan barang 

miik daerah (RKBMD) 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

      Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

Pengadaan Mebel   
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

      Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

  

      Optimalnya Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase Pemenuhan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

      Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

  

      Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

  

      Optimalnya Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah 

dalam kondisi baik 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

        Persentase Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    

      Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

  

      Terlaksananya 

Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel   

      Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
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NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

Tujuan Sasaran 

Sasaran Program, 

Sasaran Kegiatan & 
Sasaran Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (Outcome), 
Kegiatan, Sub kegiatan 

Program, Kegiatan & Sub 
kegiatan 

Ket 

      Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  

      Optimalnya pengelolaan 
administrasi keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase Pengelolaan 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

        Persentase ketepatan waktu 

pertanggungjawaban anggaran 
(SPJ) terhadap pengajuan 
anggaran (NPD) 

    

      Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

      Tersedianya Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
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Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan serta Pendanaan DINPERKIM Kab. Banyumas periode 2025 – 2030 

Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

X.XX.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ 

KOTA 

IKM Perangkat 
Daerah 

Angka 90 90 8.702.316.407 95 9.101.917.235 95 9.995.109.365 95 10.151.032.000 95 10.293.146.000 95 10.404.311.000 95 10.420.957.000 

    Persentase 
Realisasi APBD 
Perangkat Daerah 

% 95  97,57    95   95   95   95   95   95   

    Persentase IP ASN 
Pegawai pada 

Perangkat Daerah 
bernilai sedang - 
sangat tinggi 

% 74  74    75   75,500   76   76,500   77   77,500   

  Persentase 
Pemenuhan 
Layanan 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah
  

% 100 100  100  100  100  100  100  100  

  Nilai kematangan 
organisasi 

% 47 47  48  49 
 

 49  49  49  49  

X.XX.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Kesesuaian 
Program Renja 
Perangkat Daerah 
dengan Renstra 
Perangkat Daerah 

% 100  100  105.848.724  100 40.987.750  100 190.000.000  100 190.000.000  100 190.000.000  100 190.000.000  100 190.000.000  

    Persentase 
kesesuaian 
Program Renja 
Perangkat Daerah 
dengan DPA 

% 100  100    100   100   100   100   100   100   

X.XX.01.2.01

.0001 

Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen 4  4  11.078.400  4 7.757.750  4 50.000.000  4 50.000.000  4 50.000.000  4 50.000.000  4 50.000.000  

X.XX.01.2.01
.0007 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Laporan 3  3  94.770.324  3 33.230.000  3 140.000.000  3 140.000.000  3 140.000.000  3 140.000.000  3 140.000.000  

X.XX.01.2.06 Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pengelolaan 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

%  N/A   N/A  465.335.341  100 381.673.514  100 789.896.638  100 689.896.638  100 789.896.638  100 789.896.638  100 789.896.638  
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

    Nilai pengelolaan 
arsip perangkat 
daerah 

Angka  N/A   N/A    60   65   70   75   80   85   

X.XX.01.2.06
.0001 

Penyediaan 
Komponen 
InstalasiListrik/P

enerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1  1  7.655.000 1 3.750.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 

X.XX.01.2.06
.0004 

Penyediaan 
Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 

Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 1  181.042.881  1 189.067.814  1 239.744.138  1 239.744.138  1 239.744.138  1 239.744.138  1 239.744.138  

X.XX.01.2.06
.0005 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket 1  1  26.903.550  1 22.050.000  1 23.152.500  1 23.152.500  1 23.152.500  1 23.152.500  1 23.152.500  

X.XX.01.2.06
.0009 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Laporan 72  75  232.598.910  72 156.805.700  72 500.000.000  72 400.000.000  72 490.000.000  72 490.000.000  72 490.000.000  

X.XX.01.2.06

.0010 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Dokumen 3.000  5.481  17.135.000  3 10.000.000  3 10.000.000  3 10.000.000  3 20.000.000  3 20.000.000  3 20.000.000  

X.XX.01.2.07 Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
kesesuaian 
realisasi 

pengadaan BMD 
dengan rencana 
kebutuhan 
pengadaan barang 
miik daerah 
(RKBMD) 

% 100  100  108.890.500  100 67.436.000  100 170.000.000  100 370.000.000  100 170.000.000  100 170.000.000  100 170.000.000  

X.XX.01.2.07
.0005 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 

Unit 1  1  32.105.500  1 2.248.000  1 70.000.000  1 70.000.000  1 70.000.000  1 70.000.000  1 70.000.000  

X.XX.01.2.07
.0006 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

Unit 1  1  76.785.000  1 65.188.000  1 90.000.000  1 90.000.000  1 90.000.000  1 90.000.000  1 90.000.000  

X.XX.01.2.07
.0009 

Pengadaan 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

Unit  N/A   N/A   N/A  1   1 10.000.000  1 210.000.000  1 10.000.000  1 10.000.000  1 10.000.000  

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

% 100  100  1.957.130.970  100 2.000.318.485 100 2.148.488.838 100 2.048.488.838 100 2.048.488.838 100 2.048.488.838 100 2.048.488.838 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

X.XX.01.2.08
.0002 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

Laporan 48  48  146.613.272  48 169.485.285  48 181.770.278  48 181.770.278  48 181.770.278  48 181.770.278  48 181.770.278  

X.XX.01.2.08
.0004 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Laporan 12  12  1.810.517.698  12 1.830.833.200 12 1.966.718.560 12 1.866.718.560 12 1.866.718.560 12 1.866.718.560 12 1.866.718.560 

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang 

Milik Daerah 
dalam kondisi baik 

% 100  100  326.848.996  100 292.485.000  100 517.164.810  100 517.164.810  100 617.164.810  100 617.164.810  100 617.164.810  

    Persentase 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

% 100  100    100   100   100   100   100   100   

X.XX.01.2.09
.0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajak dan 

Perizinannya 

Unit 28  28  194.415.000  28 182.160.000  28 187.164.810  28 187.164.810  28 287.164.810  28 287.164.810  28 287.164.810  

X.XX.01.2.09
.0005 

Pemeliharaan 
Mebel 

Jumlah Mebel 
yang Dipelihara 

Unit 150  126  14.850.000  150 2.875.000  150 30.000.000  150 30.000.000  150 30.000.000  150 30.000.000  150 30.000.000  

X.XX.01.2.09

.0006 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Unit 140  113  90.375.600  140 53.990.000  140 100.000.000  140 100.000.000  140 100.000.000  140 100.000.000  140 100.000.000  

X.XX.01.2.09
.0009 

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direha
bilitasi 

Unit 2  2  27.208.396  2 53.460.000  2 200.000.000  2 200.000.000  2 200.000.000  2 200.000.000  2 200.000.000  

X.XX.01.2.02 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pengelolaan 
Administrasi 
Keuangan 

Perangkat Daerah 

% 100  100  5.738.261.876 100 6.319.016.486 100 6.179.559.079 100 6.335.481.714 100 6.477.595.714 100 6.588.760.714 100 6.605.406.714 

    Persentase 
ketepatan waktu 
pertanggungjawab
an anggaran (SPJ) 

% 100  100    100   100   100   100   100   100   
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

terhadap 
pengajuan 
anggaran (NPD) 

X.XX.01.2.02.
0001 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Orang
/bulan 

48  48  5.522.511.876 48 6.094.216.486 48 5.883.810.879 48 6.039.733.514 48 6.181.847.514 48 6.293.012.51
4 

48 6.309.658.514 

X.XX.01.2.02.
0002 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Dokumen 24  24  215.750.000  24 224.800.000  24 295.748.200  24 295.748.200  24 295.748.200  24 295.748.200  24 295.748.200  

2.10.09 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
IZIN MEMBUKA 
TANAH 

Tersedianya tanah 
untuk masyarakat 

% N/A N/A   100,00 50.000.000 100,00 100.000.000 100,00 102.000.000 100,00 104.000.000 100,00 106.000.000 100,00 108.000.000 

2.10.09.2.01 Penerbitan Izin 
Membuka Tanah 

Jumlah kegiatan 
ijin membuka 

tanah 

Kegiatan N/A N/A   N/A 50.000.000 1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.000.000 1,00 106.000.000 1,00 108.000.000 

2.10.09.2.01.
0001 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemberian Izin 
Membuka Tanah 

Jumlah Dokumen 
Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
dalam rangka 

Pemberian Izin 
Membuka Tanah 

Dokumen N/A N/A   1,00 50.000.000 1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.000.000 1,00 106.000.000 1,00 108.000.000 

2.10.04 PROGRAM 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
TANAH 

GARAPAN 

Penanganan 
sengketa tanah 
garapan yang 
dilakukan 

melalui mediasi 

% N/A N/A   100,00  100,00 100.000.000 100,00 102.000.000 100,00 104.000.000 100,00 106.000.000 100,00 108.000.000 

2.10.04.2.01 Penyelesaian 
Sengketa Tanah 
Garapan dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan 
Penyelesaian 
Sengketa Tanah 
Garapan dalam 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan N/A N/A   1,00  1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.000.000 1,00 106.000.000 1,00 108.000.000 

2.10.04.2.01.
0005 

Inventarisasi 
Kasus 
Pertanahan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Data 
Kasus Pertanahan 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dokumen N/A N/A   1,00  1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.000.000 1,00 106.000.000 1,00 108.000.000 

2.10.06 PROGRAM 
REDISTRIBUSI 
TANAH, DAN 
GANTI 
KERUGIAN 

PROGRAM 
TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 

Persentase tanah 
yang terfasilitasi 
redistribusi 

%  N/A   N/A   N/A  100 15.255.000 100 100.000.000 100 102.000.000 100 104.900.000 100 107.600.000 100 108.900.000 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

TANAH 
ABSENTEE 

  Tersedianya 
Tanah Obyek 
Landreform (TOL) 
yang siap 

diredistribusika
n yang berasal 
dari Tanah 
Kelebihan 
Maksimum dan 
Tanah Absentee 

%    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

2.10.06.2.01 Penetapan 
Subjek dan Objek 
Redistribusi 
Tanah serta 
Ganti Kerugian 
Tanah Kelebihan 

Maksimum dan 
Tanah Absentee 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah lokasi 
objek redistribusi 
tanah 

Lokasi  N/A   N/A   N/A  1,00 15.255.000 1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.900.000 1,00 107.600.000 1,00 108.900.000 

2.10.06.2.01.

0004 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Penataan Akses 
dalam 
Pemanfaatan 
Redistribusi 
Tanah dalam 1 

(satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penataan Akses 
dalam 
Pemanfaatan 
Redistribusi Tanah 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  1,00 15.255.000 1,00 100.000.000 1,00 102.000.000 1,00 104.900.000 1,00 107.600.000 1,00 108.900.000 

2.10.10 PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Persentase bidang 
tanah yang 
dikonsolidasikan 

% 100  100  133.135.000  100,00 197.321.450 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 

  Persentase bidang 

tanah perumahan 
yang 
disertifikatkan 

% 100  100  16.886.700  100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

  Persentase 
pemanfaatan 
tanah yang sesuai 

dengan 
peruntukkan 
tanahnya diatas 
izin lokasi 
dibandingkan 
dengan luas izin 

lokasi yang 
diterbitkan 

%    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

  Persentase 
Penetapan Tanah 
Untuk 

%    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

Pembangunan 
Fasilitas Umum 

  Tersedianya 
Lokasi 
Pembangunan 
Dalam Rangka 

Penanaman Modal 

%    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

2.10.10.2.01 Penggunaan 
Tanah yang 
Hamparannya 
dalam satu 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah bidang 
tanah PSU 
Perumahan yang 
disertifikatkan 

Sertifikat  N/A    16.886.700  20,00 197.321.450 20,00 400.000.000 20,00 400.000.000 20,00 400.000.000 20,00 400.000.000 20,00 400.000.000 

  Jumlah Bidang 
Tanah yang 
dikonsolidasi 
tahun n 

Bidang  N/A    133.135.000  60,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

50,00 
 

50,00 
 

50,00 
 

2.10.10.2.01.

0001 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan 
Tanah 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan 
Tanah dalam 1 
(Satu) 

Kabupaten/Kota 

Laporan 12  12  16.886.700  1,00 46.155.750 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 

2.10.10.2.01.
0003 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi 
Tanah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1  1  133.135.000  1,00 151.165.700 1,00 250.000.000 1,00 250.000.000 1,00 250.000.000 1,00 250.000.000 1,00 250.000.000 

1.04.05 PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Presentase 
Drainase 
Lingkungan dalam 
kondisi baik 

%  N/A    138.623.000  42,69  8.667.083.730 42,95  6.215.782.000 43,21 6.341.900.000 43,47 6.522.600.000 43,73 6.696.100.000 43,99 6.781.100.000 

  Persentase PSU 
Perumahan yang 
diserahkan ke 
Pemerintah 

Daerah 

%  N/A    5.904.149.520 44,22  
 

47,52  
 

50,83  
 

54,13  
 

57,43  
 

60,73  
 

  Persentase Jalan 
Lingkungan 
Permukiman 
dalam Kondisi 
Baik 

%    41,61   43,21   44,82   46,42   48,03   49,63   

  Jumlah 
perumahan yang 
sudah dilengkapi 
PSU (Prasarana, 

%    100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

Sarana dan 
Utilitas Umum) 

1.04.05.2.01 Urusan 
Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

Jumlah PSU 
Perumahan yang 
diserahkan 

Dokumen 33 33 138.623.000 10,00 8.667.083.730 10,00 6.215.782.000 10,00 6.341.900.000 10,00 6.522.600.000 10,00 6.696.100.000 10,00 6.781.100.000 

  Jumlah Panjang 

Jalan Lingkungan 
yang Ditangani 

Km N/A N/A 5.904.149.520 6,35 
 

6,35 
 

6,35 
 

6,35 
 

6,35 
 

6,35 
 

  Panjang Drainase 
yang dibangun 
ditingkatkan dan 
dipelihara 

Meter    2.055, 
00 

 2.055,
00 

 2.055, 
00 

 2.055, 
00 

 2.055, 
00 

 2.055, 
00 

 

  Jumlah 
perumahan yang 
sudah dilengkapi 
PSU (Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum) 

%    100,00  100,00  100,00  100,0
0 

 100,00  100,00  

1.04.05.2.01.
0001 

Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Perumahan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Perumahan 

Dokumen 20 17 2.895.000 10,00 1.250.000 10,00 35.000.000 10,00 40.000.000 10,00 40.000.000 10,00 40.000.000 10,00 40.000.000 

1.04.05.2.01.
0003 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

dalam rangka 
Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 
Perumahan 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 
dalam rangka 
Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 

Perumahan 

Laporan 20 33 60.430.000 2,00 32.437.500 2,00 60.000.000 2,00 75.000.000 2,00 80.000.000 2,00 80.000.000 2,00 80.000.000 

1.04.05.2.01.
0010 

Verifikasi dan 
Penyerahan PSU 
Perumahan dari 
Pengembang 

Jumlah Laporan 
Hasil Serah 
Terima PSU 
Perumahan yang 
Terverifikasi dari 

Pengembang 

Laporan 33 33 75.298.000 10,00 5.000.000 10,00 60.000.000 10,00 75.000.000 10,00 80.000.000 10,00 80.000.000 10,00 80.000.000 

1.04.05.2.01.
0012 

Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum di 
Perumahan 

Jumlah Lokasi 
Perumahan yang 
Disediakan 
Prasarana, 
Sarana, dan 

Utilitas Umum 

Lokasi 99 80 5.904.149.520 80,00 8.628.396.230 80,00 6.060.782.000 80,00 6.151.900.000 80,00 6.322.600.000 80,00 6.496.100.000 80,00 6.581.100.000 

1.04.03 PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Persentase 
kawasan 
permukiman 
kumuh dibawah 
10 ha di kab yang 

ditangani 

% N/A 
 

259.900.000 55,41 130.000.000 19,39 1.315.000.000 38,77 1.341.600.000 58,16 1.379.800.000 77,55 1.416.500.000 100,00 1.434.400.000 

1.04.03.2.02 Penataan dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Kawasan 

Jumlah luas 
kawasan kumuh 
(sisa kumuh) 

Ha N/A N/A - 51,58 10.000.000 41,58 15.000.000 31,58 15.000.000 21,58 15.000.000 11,58 15.000.000 N/A 15.000.000 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha 

1.04.03.2.02.
0015 

Peningkatan 
Kesadaran 

Keluarga dalam 
Mewujudkan 
Rumah Sehat 
dan Layak Huni 
Serta Kesadaran 
Hukum Tentang 

Kepemilikan 
Rumah 

Jumlah Rumah 
Tangga yang 

Terfasilitasi 
Peningkatan 
Kesadaran dalam 
Mewujudkan 
Rumah Sehat dan 
Layak Huni serta 

Kesadaran Hukum 
tentang 
Kepemilikan 
Rumah 

Rumah 
Tangga 

 N/A   N/A  N/A 50,00 10.000.000 50,00 15.000.000 50,00 15.000.000 50,00 15.000.000 50,00 15.000.000 50,00 15.000.000 

1.04.03.2.03 Peningkatan 
Kualitas 

Kawasan 
Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha 

Jumlah luas 
kawasan kumuh 

(sisa kumuh) 

Ha  N/A    259.900.000  51,58  120.000.000 41,58  1.300.000.000 31,58  1.326.600.000 21,58  1.364.800.000 11,58  1.401.500.000  N/A  1.419.400.000 

1.04.03.2.03.

0007 

Pendataan dan 

Verifikasi 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Jumlah Dokumen 

Data Permukiman 
Kumuh yang 
Terverifikasi 

Dokumen  N/A   N/A  259.900.000   2,00  120.000.000   3,00  300.000.000  2,00  200.000.000  1,00  100.000.000  1,00  100.000.000  1,00  100.000.000 

1.04.03.2.03.

0013 

Pelaksanaan 

Pemugaran 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Luas Permukiman 

Kumuh yang 
Dipugar 

Ha  N/A   N/A   N/A  15,00  
 

15,00  1.000.000.000 15,00  1.126.600.000 15,00  1.264.800.000 15,00  1.301.500.000 15,00  1.319.400.000 

1.04.04  PROGRAM 
PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 
KUMUH 

Persentase 
Cakupan Rumah 

Layak Huni 

% 84,57   21.493.180.628 85,10  7.889.966.762 85,65  14.000.000.000 86,22  14.284.200.000 86,80  14.691.200.000 87,40  15.081.900.000 88,02  18.273.400.000 

Berkurangnya 
jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak 
Layak Huni) 

% N/A   
 

14,90  
 

14,35  
 

13,78  
 

13,20  
 

12,60  
 

11,98  
 

1.04.04.2.01 Pencegahan 

Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh pada 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah RTLH 

yang Ditangani 
sampai dengan 
Tahun n 

Unit 

Rumah 

25,752   21.493.180.628 27,25  7.889.966.762 28,90  14.000.000.000 30,70  14.284.200.000 32,65  14.691.200.000 34,75  15.081.900.000 37,00  18.273.400.000 

1.04.04.2.01.
0001 

Perbaikan 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
untuk 
Pencegahan 

Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 
dan 

Unit 
Rumah 

1386 1.38
7  

21.493.180.628 1.500, 
00  

7.889.966.762 1.650, 
00  

14.000.000.000 1.800, 
00  

14.284.200.000 1.950, 
00  

14.691.200.000 2.100, 
00  

15.081.900.000 2.250,
00  

18.273.400.000 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman 
Kumuh di Luar 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha 

Berkembangnya 
Permukiman 
Kumuh di Luar 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha yang 
Diperbaiki 

1.04.02 PROGRAM 
PENGEMBANGA

N PERUMAHAN 

Persentase 
tersedianya 

rumah layak 

huni bagi korban 
bencana 

% 100    315.772.400  100 723.333.359 100 4.845.000.000 100 4.920.582.000 100 4.989.470.000 100 5.043.356.000  100 5.051.425.00
0 

    Persentase 
tersedianya 
rumah layak 

huni bagi warga 
terdampak 
relokasi akibat 
program 
pemerintah 

% 100      100   100 
 

100 
 

100 
 

100   100 
 

1.04.02.2.01 Pendataan 

Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 

Pendataan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 

Kabupaten 

Dokumen  N/A    25.852.400  2 127.078.075  6 2.350.000.000 6 2.350.000.000 6 2.400.000.000 6 2.450.000.000  6 2.450.000.000 

1.04.02.2.01.
0002 

Identifikasi 
Lahan-Lahan 
Potensial sebagai 
Lokasi Relokasi 
Perumahan 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 
Lokasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  100,00 723.333.359 100,00 4.845.000.000 100,00 4.943.300.000 100,00 5.084.100.000 100,00 5.219.300.000 100,00 5.285.500.000 

1.04.02.2.01.
0006 

Pendataan 
Rumah Sewa 
Milik 
Masyarakat, 
Rumah Susun 
dan Rumah 

Khusus 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah Sewa 
Milik Masyarakat, 
Rumah Susun, dan 
Rumah Khusus 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

1.04.02.2.01.
0007 

Identifikasi 
Perumahan di 
Lokasi yang 
Berpotensi 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 
Lokasi yang 
Berpotensi 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  2,00 127.078.075 6,00 2.350.000.000 6,00 2.400.000.000 6,00 2.500.000.000 6,00 2.600.000.000 6,00 2.650.000.000 

1.04.02.2.01.
0008 

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 
Penerima Rumah 

Jumlah Dokumen 
Data Bakal Calon 
Penerima Rumah 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  1,00 
 

1,00 500.000.000 1,00 500.000.000 1,00 500.000.000 1,00 500.000.000 1,00 500.000.000 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

bagi Masyarakat 
yang Terkena 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

bagi Korban 
Bencana 
Kabupaten/ Kota 
yang Terverifikasi 

1.04.02.2.01.
0009 

Identifikasi 
Perumahan di 

Lokasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 

Lokasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1  1  25.852.400  1,00 
 

1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 

1.04.02.2.01.
0010 

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 
Penerima Rumah 

bagi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Data Bakal Calon 
Penerima Rumah 

bagi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
yang Terverifikasi 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  N/A 
 

1,00 550.000.000 1,00 550.000.000 1,00 550.000.000 1,00 550.000.000 1,00 550.000.000 

1.04.02.2.02 Sosialisasi dan 
Persiapan 

Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sosialisasi 
dan Persiapan 

Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Kegiatan  N/A    38.780.000  2,00 62.923.432 2,00 395.000.000 2,00 443.300.000 2,00 484.100.000 2,00 519.300.000 2,00 535.500.000 

1.04.02.2.02.
0001 

Sosialisasi 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah kepada 
Masyarakat/Suk

arelawan 
Tanggap Bencana 

Jumlah 
Orang/Sukarelaw
an yang Mengikuti 
Sosialisasi 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 

Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Orang 40  40  10.180.000  44,00 3.025.000 47,00 195.000.000 47,00 243.300.000 47,00 284.100.000 47,00 319.300.000 47,00 335.500.000 

1.04.02.2.02.
0004 

Pembentukan 
dan Pelatihan 

Tim Satgas, Tim 
Pendamping dan 
Fasilitator 

Jumlah Orang 
pada Tim Satgas, 

Tim Pendamping, 
dan Fasilitator 
yang Terbentuk 
dan Terlatih 

Orang 1  1  28.600.000  2,00 59.898.432 6,00 200.000.000 6,00 200.000.000 6,00 200.000.000 6,00 200.000.000 6,00 200.000.000 

1.04.02.2.03 Pembangunan 
dan Rehabilitasi 

Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan dan 
rehabilitasi rumah 

layak huni bagi 
korban bencana 
kabupaten/kota 

Unit 
Rumah 

 N/A    240.000.000  17,00 530.000.000 55,00 1.900.000.000 55,00 1.900.000.000 55,00 1.900.000.000 55,00 1.900.000.000 55,00 1.900.000.000 

1.04.02.2.03.
0001 

Rehabilitasi 
Rumah bagi 

Korban Bencana 

Jumlah Rumah 
Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 
yang Terehabilitasi 

Unit 
Rumah 

2  2  30.000.000  5,00 75.000.000 15,00 300.000.000 15,00 300.000.000 15,00 300.000.000 15,00 300.000.000 15,00 300.000.000 

1.04.02.2.03.
0004 

Pembangunan 
Rumah bagi 
Korban Bencana 

Jumlah Rumah 
bagi Korban 
Bencana 

Unit 
Rumah 

6  6  210.000.000  12,00 455.000.000 10,00 800.000.000 10,00 800.000.000 10,00 800.000.000 10,00 800.000.000 10,00 800.000.000 
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Program,Kegiatan & 
Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Kinerja Program dan Pendanaan 

 Baseline 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 T  R  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  T  Rp  

Kabupaten/Kota 
yang Terbangun 

  Bantuan akses 
rumah sewa layak 
huni bagi korban 
bencana 

Unit 
Rumah 

   N/A  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

  Pemukiman 
kembali bagi 
korban bencana 

Unit 
Rumah 

   N/A  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

1.04.02.2.03.
0009 

Pembangunan 
Rumah bagi 
Masyarakat yang 

Terdampak 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah 
bagi Masyarakat 
yang Terdampak 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Unit 
Rumah 

 N/A   N/A   N/A  N/A 
 

20,00 800.000.000 20,00 800.000.000 20,00 800.000.000 20,00 800.000.000 20,00 800.000.000 

  Bantuan akses 
Rumah Sewa 
Layak Huni 

    20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  

  Fasilitasi 
penyediaan rumah 
layak huni bagi 
masyarakat 
terdampak 
relokasi program 

pemerintah 
kabupaten 

    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

1.04.02.2.04 Pendistribusian 
dan Serah Terima 
Rumah bagi 
Korban Bencana 

atau Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
serah terima 
rumah terdampak 
bencana dan 

relokasi akibat 
program 
pemerintah 

Kegiatan 1  1  11.140.000  1,00 3.331.852 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 

1.04.02.2.04.
0004 

Penatausahaan 
Serah Terima 
Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Serah Terima 
Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Dokumen  N/A   N/A   N/A  N/A 
 

1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 

1.04.02.2.04.
0005 

Penatausahaan 
Serah Terima 

Rumah bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Serah Terima 

Rumah bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1  1  11.140.000  1,00 3.331.852 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 
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Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Kab. Banyumas 2025-2030 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET TAHUN  

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Terwujudnya 
kawasan 

permukiman yang 
layak, tertata, dan 
berkelanjutan 

serta 
penyelenggaraan 

administrasi 
pertanahan yang 
tertib dan 

akuntabel 

  

Rasio Permukiman Layak Huni Angka  0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 1  
Rasio Rumah Layak Huni Angka  0,22 0,223 0,226 0,23 0,233 0,237  
Indeks Tertib Administrasi 
Pertanahan 

Indeks 61,38 67 72,63 78,25 83,88 89,5 

 
Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja, efektifitas 

pengendalian dan 
kualitas 
pelayanan publik 

Perangkat 
Daerah  

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 89,50  
Nilai SPIP Perangkat Daerah Angka 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65  
Indeks Pelayanan Publik 

Perangkat Daerah 

Angka 3,51 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 

 
Meningkatnya 

permukiman 
layak huni 

  

Persentase permukiman layak 

huni 

% 99,807 99,844 99,882 99,919 99,957 100,000 

 
Persentase rata-rata kinerja 

penanganan kawasan 
permukiman 

% 49,226 49,432 53,275 57,118 60,961 63,586 

 
Meningkatnya 

rumah layak huni 
bagi masyarakat 

Persentase Peningkatan 

Rumah Layak Huni 

% 0,624 0,642 0,658 0,673 0,686 0,698 

 
Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggaraan 

urusan 
pertanahan 

Persentase PSU Perumahan 

yang bersertifikat 

%  100 100 100 100 100 100 

 
Persentase pemanfaatan 

penggunaan tanah 

% 48,5 56 63,5 71 78,5 86 
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025 -2030 

No Program Indikator Kinerja Kunci Satuan 
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 

Ket. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
  

  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
  

  

1 IKM Perangkat Daerah Angka 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00   

2 Persentase Realisasi APBD 

Perangkat Daerah 
Angka 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

  

3 Persentase IP ASN Pegawai pada 
Perangkat Daerah bernilai sedang - 

sangat tinggi 

% 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 
  

4 Nilai Kematangan Organisasi Angka 48,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00  

5 Persentase pemenuhan layanan 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

2 
  

PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU)  

1 Presentase Drainase Lingkungan 
dalam kondisi baik 

% 42,69 42,95 43,21 43,47 43,73 43,99 
  

2 Persentase PSU Perumahan yang 

diserahkan ke Pemerintah Daerah 
% 44,22 47,52 50,83 54,13 57,43 60,73 

  

3 Persentase Jalan Lingkungan 

Permukiman dalam Kondisi Baik 

% 41,61 43,21 44,82 46,42 48,03 49,63 
 

4 Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum) 

% 100 100 100 100 100 100 
 

3 PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

1 Persentase kawasan permukiman 
kumuh dibawah 10 ha di kab yang 

ditangani 

% 55,41 19,39 38,77 58,16 77,55 100 
  

4 PROGRAM PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

1 Persentase Cakupan Rumah Layak 

Huni 
% 85,1 85,65 86,22 86,8 87,4 88,02 

  

2 Berkurangnya jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak Layak Huni) 

% 14,9 14,35 13,78 13,2 12,6 11,98 
 

5 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

1 Persentase tersedianya rumah 
layak huni bagi korban bencana 

% 100 100 100 100 100 100 
  

   2 Persentase tersedianya rumah 
layak huni bagi warga terdampak 

relokasi akibat program pemerintah 

% 100 100 100 100 100 100 
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No Program Indikator Kinerja Kunci Satuan 
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 

Ket. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 6 PROGRAM PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH 

GARAPAN 

1 Prosentase tersedianya rumah 
layak huni bagi korban bencana 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  

7 PROGRAM REDISTRIBUSI 
TANAH, DAN GANTI 

KERUGIAN PROGRAM 
TANAH KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN TANAH 

ABSENTEE 
  

1 Penangan sengketa tanah garapan 
yang dilakukan melalui mediasi 

% - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

2 Persentase Tanah Obyek 
Landreform (TOL) yang siap 
diredistribusikan yang berasal dari 

Tanah Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

8 PROGRAM PENGELOLAAN 
IZIN MEMBUKA TANAH 

1 Prosentase tanah yang terfasilitasi 
redistribusi 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

9 PROGRAM PENATAGUNAAN 

TANAH 

1 Tersedianya tanah untuk 

masyarakat 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

2 Persentase penetapan tanah untuk 

pembangunan fasilitas umum 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

3 Persentase pemanfaatan tanah 
dengan yang sesuai peruntukkan 

tanahnya diatas izin lokasi 
dibandingkan dengan luas izin 
lokasi yang diterbitkan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

4 Persentase bidang tanah yang 
dikonsolidasikan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

5 Prosentase jumlah bidang tanah 
perumahan yang disertifikatkan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

6 Persentase ketersediaan Lokasi 

Pembangunan Dalam Rangka 
Penanaman Modal 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas 

Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan 

dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu 

strategis terkini. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyajikan 

agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala 

pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta 

perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra. 

 Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan 

dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program 

pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. 

Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 

2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan 

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk 

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target 

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.  

  

 




